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PENGEMBANGAN KERJA SAMA PEMANFAATA]
NIK, DATA KEPENDUDUKAN, DAN KTP
ELEKTRONIK

Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KEMENDAGRI



RUANG LINGKUP RUJUKAN
AMA ADMINDUK

DASAR HUKUM UT
4 ,
NSNS | fes T

‘ tentang : Pemanfaatan

UU No. 23/2006,
Psl5,6,7,8,13 &83

Kewajiban Pemerintah

tentang : hak dan l

Pusat dan Daerah

tentang : Hak dan
Kewajiban Penduduk

Data Kependudukan

N[/

UU No. 24/2013,
Psl 58 Ayat 4 & Psl 79

Dipergunakan :

nAWwNhN=

Lay. Publik

Perc. Pembngunan

Alokasi Anggaran
Pembngunan demokrasi
Pngkan Hkm & Pcgh Krimnl

tentang
Perlindungan &
Kerahasiaan
Data & Dokumen
Kependudukan

%

N

PP No. 40/2019
Psl 10 Ayat1 & 3

\

Kementerian;
Lembaga; dan
BHI

a)
b)

!! !!!!!!H un!u! peman!aa!an:

1.
2.
3.

Data Kependudukan; dan
KTP-el

%

|

PERPRES 39/2019 Satu Data Indonesia

PERPRES 62/2019 Strategi Nasional Percepatan Administrasi Data Kependudukan untuk Pembangunan Statistik Hayati




RUANG LINGKUP ADMINDUK

PENDAFTARAN
PENDUDUK

PENCATATAN
BIODATA ‘

PEMUTAKHIRAN PEMANFAATAN DATA

DATA/INFODUK SIAK -|—> NTUK PEMERINTAHAN
B|°DATA i & PEMBANGUNAN

Kelahiran; \

|
|

|

|

|
Pembatalan Perkawinan; [
Perceraian; I
Pembatalan Perceraian |
Kematian; I
|

|

|

|

|

|

|

Pengangkatan Anak;
Pengakuan Anak;

Pengesahan anak;
Perubahan Nama;
Perubahan Status

Kewaganegaraan;

Pﬂistw,gm'g lainnya;

4




DATA KEPENDUDUKAN

PASAL 58 UU 24/2013
DATA KEPENDUDUKAN:
a. Data Perseorangan
b. Data Agregat

Pasal 58, Ayat (4):

Data Kependudukan Kementerian Dalam
Negeri digunakan untuk semua keperluan
antara lain untuk:

a. pelayanan publik;

b. perencanaan pembangunan;

c. alokasi anggaran;

d. pembangunan demokrasi; dan

e. penegakan hukum serta

pencegahan kriminal.

/Pasal 78 UU 24/2013

Data-data Yang Dilindungi

Data perseorangan dan
dokumen kependudukan
wajib disimpan dan
dilindungi  kerahasiaannya

Koleh Negara J

Menteri  memberikan  hak
akses data pribadi kpd
petugas provinsi dan petugas
Instansi Pelaksana.

\ fl’asal 84 ayat (1) UU 24/2013 \

£ cons o

/Pasal 56 ayat (4) PP 40/2019 \

&Aenfe ri J

Data pribadi penduduk yg harus
dilindungi memuat:

keterangan tentang cacat
fisikdan/atau mental;

sidik jari;

iris matq;

tanda tangan; dan

elemen data lainnya yg
merupakan aib seseorang.

Untuk kepentingan keamanan
negara dan penegakan hukum,
data pribadi penduduk yang
harus dilindungi hanya dapat
diakses dengan persetujuan




RUANG LINGKUP PEMANFAATAN DATA

DATA PERSEORANGAN : Pasal 58 ayat(2)

TS M@ D Q0T

nomor KK;

NIK;

nama lengkap;

jenis kelamin;

tempat lahir;
tanggal/bulan/tahun lahir;
golongan darah;
agama/kepercayaan;
status perkawinan;
status hubungan dalam
keluarga;

pendidikan terakhir;
. jenis pekerjaan;

NIK ibu kandung;
nama ibu kandung;
NIK ayah;

Nama ayah;

r.

alamat sebelumnya;

alamat sekarang (RT/RW/Dsn/Kmp);
kepemilikan akta kelahiran/surat
kenal lahir;

nomor akta kelahiran/nomor surat
kenal lahir;

kepemilikan akta perkawinan/buku
nikah;

. homor akta perkawinan/buku nikah;

tanggal perkawinan;
kepemilikan akta perceraian;
nomor akta perceraian/surat cerai;

. tanggal perceraian;

PASAL 58
UU 24/2013

DATA
KEPENDUDUKAN
a. Data Perseorangan
b. Data Agregat

DATA AGREGAT
Pasal 58 ayat (3)

meliputi himpunan data
perseorangan yang berupa data
kuantitatif dan data kualitatif




Penggunaan Data
Kependudukan

Data Kependudukan Kementerian Dalam
Negeri digunakan untuk semua keperluan
antara lain untuk:
a. pelayanan publik;
b. perencanaan pembangunan;
c. alokasi anggaran;
d. pembangunan demokrasi; dan
e. penegakan hukum serta
pencegahan kriminal.

@ PILEG/PILPRES Tahun 2014 & 2019

@ PILKADA Tahun 2015, 2017,2018 &
2020

9 Baseline Sensus Penduduk 2020
oleh BPS

@ Dasar perhitungan DAU, DAK
dan Dana Desa

© Verifikasi data bansos dan
subsidi

Verifikasi dan validasi data
dalam pelayanan publik



Sasaran

Tahun 2020 *
seluruh

layanan publik
menggunakan
Nomor Induk
Kependudukan .
sebagai

identitas

tunggal

Kegiatan

Penguatan
koordinasi
integrasi Layanan
publik
menggunakan
NIK

Sinkronisasi
kebijakan
kementerian/
lembaga

Output

NIK
digunakan
sebagai
identitas
tunggal
dalam
pelayanan
publik

Waktu
Pelaksanaan

Selama 2 th
2019 s.d
2020

PERPRES 62 TAHUN 2019 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN
ADMINISTRASI DATA KEPENDUDUKAN UNTUK PEMBANGUNAN STATISTIK HAYATI

Penanggung
Jawab

Kementerian
Dalam Negeri
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R T || 2 T e
VNI - Y s oSBT |
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Pihak Terkait

 Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/
BAPPENAS

o KI/L terkait

SEMUA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS NIK



PERKEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DI DAERAH

PKS PETUNJUK TEKNIS AKSES

1540 1540 728



REKAPITULASI PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

SKPD/OPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA




REKAPITULASI PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

SKPD/OPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA

21 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 16 4 4 2 2 1 3
22 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 18 25 25 23 0 0 23
23 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 12 44 44 30 5 2 32
24 PROVINSI KALIMANTAN UTARA 4 5 5 3 0 0 3
25 PROVINSI SULAWESI UTARA 4 14 14 2 0 0 2
26 PROVINSI SULAWESI TENGAH 32 26 26 5 0 0 5
27 PROVINSI SULAWESI SELATAN 34 40 40 23 90 2 25
28 PROVINSI SULAWESI TENGGARA 10 8 8 0 0 0 0
29 PROVINSI GORONTALO 6 7 7 2 1 1 3
30 PROVINSI SULAWESI BARAT 17 6 6 1 0 0 1
31 PROVINSI MALUKU 4 0 0 0 0 0 0
32 PROVINSI MALUKU UTARA 4 17 17 2 0 0 2
33 PROVINSI PAPUA 0 3 3 2 0 0 2
34 PROVINSI PAPUA BARAT 0 1 1 0 4 1 1




PEMANFAATAN DATA

K/L Sudah

Menandatangani MoU

3.686
TOTAL PKS PUSAT DAN :l,
DAERAH

2.166

Lembaga Pengguna Pusat
Yang Telah Melakukan
Penandatangan PKS

1520

OPD yang telah melakukan
TTD PKS
menggunakan DWH terpusat

Jumlah Akses Data Kependudukan
oleh Lembaga Pengguna Sebanyak

6.172.307.350 NIK
(8 JUNI 2021)

Card Reader
1.062

(Lembaga Pengguna)

51.186 Unit

Pusat : 834 Lembaga, 48.757 unit
Daerah : 228 Lembaga, 2.429 Unit

1.330

Pengguna Pusat Terkoneksi ke DWH
Ditien Dukcapil

669 Pengguna

dari 183 Prov/Kab/Kota
Terkoneksi dg DWH terpusat




Pemberian Hak Akses
(Permendagri No 102 Tahun 2019 Pasal 2-5)

| MENTERI DALAM NEGERI
SEBAGAI PEMEGANG HAK AKSES
MENDELEGASIKAN

v

| DIRJEN DUKCAPIL
MEMBERIKAN HAK AKSES
L (Permendagri No 102 Tahun 2019 Pasal 3)

KAB/KOTA

; Pasal 4
i PETUGAS DUKCAPIL PETUGAS
i PROVINSI DUKCAPIL PENGGUNA

_________________________________________________________________________________________



Lembaga Pengguna Yang Dilayani
(Permendagri No 102 Tahun 2019 Pasal 10-11)

a. Lembaga Negara;
* Pengguna - > b. Kementerian/Lembaga Pemerintah
Pusat Non Kementerian; dan
¢. Badan Hukum Indonesia Pusat.

a. Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi;

* Pengguna L )

B b. BHI Provinsi yang tidak ada
Daerah Frovinsi hubungan vertikal dengan BHI
pusat.

*  Pengguna Daerah a. Organisasi Perangkat Daerah Kab./Kota;
Kabupaten)/ o ) b. BHI Kab./Kota yang tidak ada hubungan
Kot P vertikal dengan BHI Pusat dan BHI

ota

Provinsi.



SYARAT & TATA CARA PENGAJUAN PEMBERIAN
HAK AKSES BAGI PENGGUNA PROVINSI & KAB/KOTA
(Pasal 11 dan 12 Permendagri No 102 Tahun 2019)

’_______\

II Provinsi (Paragraf Il Psl 11) |

324" (0] [o]\'V:\\\B® Permohonan Diteruskan

Terima Mou/PKS

Melalui Dinas Kependudukan | POC dan I

I dan Pencatatan Sipil Provinsi CALON DISDUKCAPIL DITEN —> Implementasi
PENGGUNA Dgn DUKCAPIL ; Akses
I GU Penjelasan Juknis I
| Kab/kota (Paragraf Il Psl 12 I 1
( 0 ) | Surat Penolakan I Tolak }

\ dan Pencatatan Sipil Kab/Kota l
/

\_______

| Permohonan Kerja Sama Daerah
Surat permohonan disertai penjelasan sekurang- ‘ Yang Belum Disetujui karena
kurangnya memuat: (Prov, Kab/Kota Psl 11 b & 12 b)
nama pengguna
tujuan pemanfaatan data kependudukan.
elemen data yang akan diakses.
metode akses data kependudukan.
data balikan yang akan diberikan. 2. Usulan Data Balikan Yang Akan
jangka waktu perjanjian kerja sama. Diberikan.

Permohonan Tidak Memuat:
1. Tujuan Yang Jelas Dan Rinci
Terkait Pemanfaatan Data

Kependudukan

D OO0 TW




u Dashboard Web Service

Dashboard Chart Dashboard Data

JUMLAH AKSES LINTAS INSTANSI

TELKOMSEL

692,010

BANK BRI

132,160

BANK BCA

43,987

KEMENAKER

26,008

ADIRA FINANCE

9,641

yshboard Rephkas!

INDOSAT SELULAR

515,291

KEMENKES

77,034

KORLANTAS POLRI

34,362

BANK MEGA

18,227

BRI SYARIAH

10,230

METODE AKSES WEB SERVICE

BPJS KESEHATAN

296,425

HUTCHINSON 3 SELULAR

68,016

BPJS KETENAGAKERJAAN

41,455

BANK BNI

15,173

BANK BTN

7,112

Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipd

o 5 Logped s Murtest +

22 Mar 2018 17:12:06 WIB Rekap Data 1 Minggu Terakhir

XL SELULAR

218,325

BPN

45,999

SMARTFREN

35,991 “‘h‘v Penngkat Akses

BANK MANDIRI

12,129 3

TASPEN el | L im

5,461 B et ;‘*_'";,

* Bagi Pengguna yang telah

mendapatkan hak akses
data kependudukan melalui

web service, dapat
dilanjutkan dengan
notifikasi  “sesvai‘ atau
“tidak sesuai” (sudah
diterapkan di beberapa
lembaga)

Akses secara manual

(operator) atau otomatis
mesin



METODE AKSES WEB PORTAL

'~ Dashboard @ / Dashboard / Menitoring
Dashboard Akses Data NIK

‘I%!HIIIIIIII

=

Web Portal Data
Kependudukan

Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia

BRI Telkomsel

11

3510

43567 &
43567 &3

=
SMARTFREN -Q

XL SELULAR BPIS
543 @ 35 10 I(]-EF{NAGAKERJAAN .2?\
R Title n
NIK _nom KELURAHAN -.N
NO KK _0002 KECAMATAN - SELATAN
. NAMA LENGKAP [ ) KTMADYA/KAB | B
S’n gle user TEMPAT LAHIR _ PROVINS! - TENGAH
* Tanpa aplikasi khusus magiom A
* Tanpa Proof of Concept (PoC) g _—
. . EAIRIL ANGOXR STATUS KAWIN KAWIN
* percepatan implementasi hak
akses pemanfaatan data kependudukan,
ALAMAT _ INGKIN

dilakukan dengan mekanisme web portal.
* Elemen data sesuai PKS

Modul akses data kependudukan



1 N,
Personal Computer atau .

Perangkat Kompl.:Jtasi Eksternal \\

(Opsio:hal)

Printer
{Opsional)

Contoh

Card Reader

Smart Card Reader

Perangkat Komputasi dan Aplikasi
Pembaca KTP-el (embedded)

(D

Fingerprint
Scanner

v

Card Reader yang terdiri dari perangkat keras dan
perangkat lunak terintegrasi menjadi sebuah
perangkat pembaca KTP-el yang mandiri tanpa
harus terhubung dengan perangkat komputer,
yang dapat diterapkan pada pelayanan publik di
instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga
perbankan, dan swasta yang berkaitan dengan dan
tidak terbatas pada perizinan, usaha, perdagangan,
jasa  perbankan, asuransi, perpajakan dan
pertanahan




NOo oMb~

METODE CARD READER

Pengguna melakukan pengadaan card reader secara mandiri.

Pengguna melakukan Submit unit Card Reader via Aplikasi SI-FILMA (Sistem File Management).
Produsen melakukan submit Personalisasi Kartu SAM ke Ditjen Dukcapil.

Ditjen Dukcapil melakukan Personalisasi kartu SAM.

Hasil Personalisasi Kartu SAM diserahkan ke Produsen.

Produsen Menyerahkan Card Reader + Kartu SAM ke Pengguna

Pengguna melakukan Aktivasi Card Reader.

mendeteksi keaslian KTP-el
melakukan verifikasi dan validasi kepemilikan KTP-el melalui verifikasi sidik jari 1:1.

Gubernur dan Bupati/Walikota mendorong setiap unit pelayanan publik
di wilayahnya untuk menggunakan Card Reader/Alat Baca KTP-el.



PRODUSEN CARD READER

Z
O

PRODUSEN CARD READER

=

PT GLOBAL MEGAH KARSAUTAMA
PT HIT INTENATIONAL

PT CERDAS SOLUSI INDONESIA
PT NYRA

PT IDPRO BIGDATA INDONESIA

PT INTI PERSERO

PT LEN INDUSTRI PERSERO

PT SOFTORB TECHNOLOGY INDONESIA
PT WARINGIN JATI

PT ASIAPACIFIC TRUE TRUST

PT TRILOGI PERSADA

O 00 N o Ui b W D

i £} e
- O



DATA BALIKAN

Adalah Kode unik (elemen data yang tidak ada dalam elemen data
kependudukan) dari lembaga pengguna yang sudah tertuang dalam PKS dan
Juknis dan wajib disampaikan kepada Ditjen Dukcapil guna melengkapi data
A base kependudukan (Big Data). i

RUMAH SAKIT +

No. Ob_jek e AEAR
No. Induk Siswa Pajak quu\guug

No. Rekam medis

R

No. Bansos




INTEGRASI DAN
OPTIMALISASI
PEMANFAATAN NIK

NOMOR SIM

CIF

SKCK

NO PASPOR

PLAT KENDARAAN

NO BUKU
NIKAH

NO KEPESERTAAN
BPJS & BANSOS

NO HP

NISN/
NPM

created by herra



UU 23/2006 Indonesia bercita-cita membangun satu data kependudukan
JoUU 24/2013

Kebijakan 1 Data

Kependudukan Menggunakan NIK untuk seluruh transaksi

Sifat NIK Unik, Khas, Tunggal, dan Melekat

Dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat
tanah dan dokumen identitas lainnya

Pasal 13 UU 23/2006




KEBIJAKAN SIN KEBIJAKAN ONE DATA POLICY & CONNECTED

Single Identity Number
«
Pembuatan rekening bank,
Q proses perkreditan, SIM,
Sertifikat tanah, Paspor,
NPWP, BPJS harus

Penduduk menggunakan KTP-el "
NIK
KTP-el
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Tata Kelola DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN

Yang Dituju



Data Penduduk Indonesia Bocor, Ini Hasil
Investigasi Kominfo

L

") | T o .
5 M SO 5D @lhunne“s.cam Selasa, 1 Juni Q car
SHARE | (T) Home Nasional Internasional Regional Metropolitan

Data Kependudukan Bocor

Meresahkan dan Memprihatinkan, KSP

Minta Dugaan Kebocoran Data
Penduduk Ditelusuri

[———

HOME > - DPRRI = > DPRRI

DPR Minta Isu Kebocoran Data
Penduduk Diusut

Sufmi minta aparat penegak hukum usut tuntas isu kebocoran data di dunia maya.

“ MARKET INVESTMENT NEWS ENTREPRENEUR SYARIAH

Istana Buka Suara! Minta Usut Kebocoran Data
Penduduk RI

Jal 25 May 2021 11:25

dat SHARE | o o

der

did

Jumat , 28 May 2021, 17:25 WIB

—
P
m
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Jakarta, CNBC Indonesia - Kantor Staf Presiden meminta seluruh \4
elemen mengusut tuntas kebocoran data yang diduga berasal dari

REPUBLIKA.CO.ID, Menindaklanjuti beredarnya 279 juta data WNI yang bocor dan diperjualbelikan
di dunia maya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak aparat penegak hukum segera
mengusut tuntas.

NOKIA
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. '
Hal tersebut dikemukakan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ade learance Sufmi juga meminta aparat untuk mengidentifikasi pelaku peretasan data tersebut. Data yang
Irfan Pulungan dalam keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia N seharusnya terjamin kerahasiaannya menurut Sufmi tidak boleh jatuh ke pihak yang tidak
—— — berwenang

2020 melakukan

Ketua Komisi Il DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin Tim P:
pertemuan dengan KPU Provinsi Kaltim di Balikpapan, Kattim,

KEBOCORAN DATA

297 Juta Data Kependudukan Bocor, Ketua MPR:
Itu Lebih Berharga daripada Minyak

Reporter: Antara
Editor: Eko Ari Wibowo

Jumat, 21 Mei 2021 18:39 WIB

f|¥[Olo]+

Data 279 Juta Penduduk Indonesia
Bocor, Ketua Komisi II: Ini Tsunami
Kebocoran Data

menterian Komunikasi dan

at Tindak Pidana Siber serta
coran data kependudukan 297
ta peserta jaminan sosial

R, lihat foto

i B

BAWASLU RI

e L,



BERITA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

CNBC Indonesia > Tech > Berita Tech

Penjelasan Kemendagri Soal Akses Data
Kependudukan ke Swasta

' s i www.bbe.com/indonesia/indonesia-49103924 Viral Bocor Data KTP, Kemendagri: Bukan Dari
Senin, 15 Juni 2020 09:02 WIB e Du kca p i I !
: Data KTP elektronik

TECH - Redaksi, ( 29 July 2019 10:33

diserahkan ke lebih 1.200
lembaga pemerintah dan

swasta, bagaimana upaya
menjamin privasi?

SHARE | 0 O

25 Juli 2019

= Hak Akses Swasta ke Data Dukcapil,
“  Mendagri Tito: Jangan Sampai Data Bocor

Oktarina Paramitha Sandy

lokadata cari

Dat: an meliputi KK, I
perkawinan, tempat tanggai lahir, pendid
diatur dalam Undang Undang No. 24/20°

Zudan Arif Fakrulloh: Dukcapil
tidak salah gunakan data
privat warga

Dirjen Dukcapil ini menampik tuduhan bahwa pemerintah
menyalahgunakan data warga ke lembaga swasta. Kerja sama
hanya berupa akses.

Andya Dhyaksa 29/07/2019 08:46 WIB 0 v e
aes

Penandatanganan kerja sama antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan 13 lembaga yang
memanfaatkan data kependudukan ditayangkan secara virtual, Kamis (11 Juni 2020). | Foto: Arsip
Kemendagri



PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
TUJUAN

1. Mewujudkan satu data kependudukan
2. Mencegah kejahatan (pemalsuan data, dokumen, identitas)
3. Mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien

4. Melindungi pengguna dan juga menjaga keamanan data konsumen

TATA KELOLA PEMANFAATAN
1. Menjaga keamanan dan melindungi rahasia data pribadi
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama

3.Aman, tidak berdampak dan tidak menimbulkan kegaduhan di ranah
publik



KERANGKA REGULASI UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN UU NO 23 TAHUN 2006

Pasal 13, Ayat (3):

NIK  dicantumkan dalam setiap
Dokumen Kependudukan dan dijadikan
dasar penerbitan paspor, surat izin
mengemudi, nomor pokok wajib pajak,
polis asuransi, sertifikat hak atas tanah,
dan penerbitan dokumen identitas
lainnya.

Pasal 79 :
Kewajiban melakukan

Perlindungan & Kerahasiaan
Data & Dokumen
Kependudukan

Pasal 58, Ayat (4):

Data Kependudukan yang digunakan
untuk semua keperluan adalah Data
Kependudukan dari Kementerian yang
bertanggung jawab dalam urusan
pemerintahan dalam negeri, antara lain
untuk pemanfaatan:

a.pelayanan publik;

b.perencanaan pembangunan;
c.alokasl anggaran;

d.pembangunan demokrasi; dan
e.penegakan hukum dan pencegahan

Kriminal.



PERMENDAGRI NO. 102 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN
DATA KEPENDUDUKAN

PASAL 30 PASAL 30
ayat 1 ayat 2




PERMENDAGRI NO. 102 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN
DATA KEPENDUDUKAN

“Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang ada sebelum Peraturan Menteri ini
berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan
sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.”

(Permendagri 102 Tahun 2019 diundangkan pada 13 Desember 2019)

Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani sebelum 13 Desember 2019 harus menyesuaikan paling

lambat tanggal 13 Juni 2020, antara lain:

1. Mekanisme akses menggunakan Card Reader, Web Service dan Web Portal.

2. Bagi Pengguna badan hukum Indonesia dengan kepemilikan mayoritas asing, hanya dapat
diberikan akses verifikasi dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai.

3. Penyimpanan data secara mandiri dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemilik
data melalui verifikasi NIK dan biometric.

Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani setelah 13 Desember 2019 harus menyesuaikan dengan

Permendagri 102 Tahun 2019.



ISI NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

YANG TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN DATA




PENDANAAN DAN PELAPORAN
(Permendagri No 102 Pasal 39 dan 40 Tahun 2019)

PENDANAAN (Pasal 39) PELAPORAN (Pasal 40)

« PUSAT - APBN.
+ Pengguna Kab./Kota - Disdukcapil Kabupaten/Kota.

* PROVINSI> APEBD Provinsi. + Pengguna Provinsi = Disdukcapil Provinsi.

+ KABUPATEN/KOTA DIBEBANKAN > APBD + Pengguna pusat > Ditjen Dukcapil.

Kabupaten/Kota.
+ Pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan

« LEMBAGA PENGGUNA - BIAYA SENDIRI bulan Desember atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

\




SANKSI
(Permendagri No 102 Pasal 2-5 Tahun 2019)

Salah satu KEWAJIBAN Pengguna :
“Menjamin Kerahasiaan, Keutuhan Serta Tidak Melakukan Penyimpanan Data Kependudukan Yang Telah Diakses Dari Pihak
Kesatu Dan Tidak Memberikan Data Kepada Pihak Lain Walau Masa Berlaku PKS Telah Habis”

Pasal 95A UU 24/2013

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan
1. Penyebarluasan data kependudukan tidak sesuai Data Kependudukan Dan Data Pribadi dipidana

kewenangan = SANKSI PIDANA dengan pidana penjara paling lama 2 (dva)
tahun dan/atau denda paling banyak

Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

4 Pasal 58 PP 40/2019 )
Pencabutan hak akses pengguna,
pemusnahan data yg sudah diakses, dan

2. Menggunakan data kependudukan di luar
kewenangan atau sebagai bahan informasi publik

tanpa persetujuan Menteri = SANKSI ADMINISTRATIF denda administratif sebesar
Rp.1 10 miliar

a. pengurangan kuota Hak Akses,
3. Sanksi Administratif Permendagri 102 /2019 - Pasal 45 b. penonaktifan User Identity

c. pemutusan jaringan
d. penonaktifan Card Reader; dan/atau
e. pengakhiran kerja sama




Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan pemanfaatan data perseorangan
MENGGUNAKAN Aplikasi Data Warehouse Terpusat.
(Pasal 32 ayat 1) \

Data Warehouse adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan
pembersihan hasil pelayanan pendaftaran Penduduk dan
pencatatan sipil di kabupaten/kota. (Pasal 1 ayat 13)

Data yang dimanfaatkan Pengguna telah dikonsolidasikan,
dibersinkan dan dikelola oleh Kemendagri serta tersimpan pada
data warehouse (Pasal 19)

Permendagri 102 tahun 2019

DWH TERPUSAT

Pemeliharaan dan

\ Pengembangan Sistem

Pemeliharaan dan ‘
Pembaharuan Database X

Monitoring kepada seluruh
OPD/Pengguna Daerah

Terpusat




TATA CARA MENDAPATKAN AKSES
AKUN DWH TERPUSAT BAGI DINAS DUKCAPIL PROVINSI/KAB/KOTA

/Permohoncm User Opd Daerah Yang \

Belum Disetujui
Lampirkan PKS & Peiuniuk 1. PKS Belum Dilakukan Penyesuaian
. . . Dengan Permendagri No. 102
Teknis via eMail > Tahun 2019 Pada Pasal 11 Dan 12
ditfpd2k@kemendagri.go.id Huruf B
2. Permohonan Belum Dilengkapi
® \ Dokumen Pendukung (Pks, Juknis)/
o

Kadisdukcapil mengusulkan 1

orang eselon IV sebagai ADMIN Menggunakan Jaringan

DWH Tertutup VPN




KEBUTUHAN PERANGKAT YANG DIPERLUKAN
DINAS DUKCAPIL UNTUK MENGAKSES DWH TERPUSAT

SOFTWARE

Perangkat Lunak
1. OS Linux/Windows

HARDWARE

Perangkat Keras Personal

Computer
2. Web Browser Mozilla Firefox,

Google Chrome, Internet Explorer

KONEKSI PERANGKAT PENDUKUNG
Jaringan Tertutup dari 1. Listrik
Disdukcapil Prov/Kab/Kota ke 2. UPS

Lembaga Pengguna




Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (1)

KERJA SAMA KEMENDAGRI DENGAN| .

KAKORLANTAS - POLRI UNTUK
SIM ONLINE

Korlantas Mabes Polri Buat SIM
Online

Selasa, 24 Maret 2015 — 1016 WIB

IS T e

JAKARTA (Pos Kota) — Korlantas Mabes Polri hari ini
menggelar rapat kerja nasional (Rakernas), dimana
Rekernas digelar salah satunya untuk mematangkan
program SIM Online, yang rencananya akan diluncurkan
pada Juli 2015 mendatang.

Korlantas Polri mendapat hibah aplikasi pembuatan SIM online dari
PT BRI Thk. Aplikasi yang mengintegrasikan antara data SIM Online
dengan e-KTP ini rencananya akan diluncurkan awal Juni 2015
mendatang. SIM online tidak hanya perpanjangan, tapi SIM baru
Juga melayani. 1 Juni kami rencanakan akan launching, dilaunch
Presiden,” kata Korlantas Polri Irjen Condro Kirono dalam
sambutannya yang juga sekaliqus acara pembukaan Rakernis
~ungsi Lalu Lintas di Rupatama Mabes Polri. Selasa, 24 Maret 2015

Hal tersebut diungkapkan Kakorlantas Mabes Polri Irjen Pol Condro
Kirono, mengatakan, program SIM Online ini bekerjasama dengan
Kemendagri Dimana data kependudukan E-Ktp yang dimiliki
Kemendagri memudahkan masyarakat, untuk melakukan
perpajangan SIM secara online.




Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (2)

PENGUNGKAPAN
IDENTITAS
KORBAN WNI
DLM MUSIBAH
AIR ASIA QZ 8501

NAMA KORBAN :

1.WISMOYO ARI PRAMBUDI
2.JUANITA LIMANTARA LIM
3.HAYATI LUTFIAH

4 KHAIRUNISA

5.INDRA YULIANTO
6.KEVIN ALEXANDER
SOETIJIPTO

diambil Sidik Jari
menggunakan Pada Server SERVER
Live scan KTP-el KTP-el
B :
4

NES. A
-

irAsia“Hilang}

IDENTIFIKASI KORBAN AIR ASIA QZ 8501

MAAT AN

---------------

oesTEN

FaMAL LANGE A

.................




Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (3)

PENCARIAN IDENTITAS KORBAN
MELALUI MAMBIS

PENGUNGKAPAN
KASUS MUTILASI
TKW DI
HONGKONG

SERVER
KTP-el

DARI 2 KORBAN DITEMUKAN 1
IDENTITAS KORBAN YANG SUDAH MEREKAM KTP-el
A.N. SUMARTI NINGSIH




Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (4)

KERJASAMA
KEMENDAGRI
DENGAN
BARESKRIM -
POLRI DALAM
MENGUNGKAP
IDENTITAS

Tim DVI: Dengan e-KTP, Identifikasi Korban Tragedi
Mlna Cukup Semenit

=00 NN

Makkah - Tim DVI masih belum turun langsung melinat jenazah korban
Tragedi Mina 204. Namun identifikasi akan lebih cepat bagi jemaah haji
Indonesia yang sudah memiliki e-KTP berdasarkan data sidik jarinya.

"Asal sudah ada e-kip satu menit bisa diketahui. Tadi saya sudah
menunjukkan saat rapat," tutur Ketua Tim DVI Kombes Muhammad Mas'udi
dalam jumpa pers bersama Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU)
Abdul Djamil di Kantor Urusan Agama Daker Makkah, Minggu (4110/2015).

Mas'udi mengatakan dia bersama timnya berharap dapat segera turun ke
lapangan untuk mengidentifikasi jenazah. Dia menjelaskan saat ini
seharusnya kondisi jenazah masih utuh.

"5aya kira kerusakan masih belum terlalu kalau 10 hari. Kalau bicara
fantangan kita linat nanti. Kondisi jenazah dipengaruhi fempat penyimpanan

dan penanganan,” tuturnya.
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PENGUNGKAPAN
IDENTITAS
KORBAN WNI
DLM MUSIBAH
PESAWAT
MALAYSIA 370

SERVER
KTP-el

Ay

DARI DAFTAR MANIFES PENUMPANG
PESAWAT DI CARI MENGGUNAKAN
MAMBIS

~~

DARI 7 KORBAN WNI, ADA 6 ORANG YANG SUDAH MEREKAM KTP-EL

NAMA KORBAN :

1.INDRA SURIA TANURISAN - —. . = - =
2.SUGIANTO = - - -
3.FERRY INDRA SUADAYA

4.FIRMAN CHANDRA SIREGAR | = - —
5.VINNY CHYNTHYA .- e A o = =
6.WANG WILLY SURIJANTO P - :
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PENGUNGKAPAN - Inafis menugaskan personil
IDENTITAS KORBAN AN .y untuk ikut serta dalam
WNI DLM MUSIBAH T proses Identifikasi bersama
KAPAL TENGGELAM SERVER
(FV ORYONG 501 3
KOREA) i |

Korban ABK tenggelam kapal Pukat lkan
Korea FV Oryong 501 Senin (1/12/2014) di
Laut Bering jumlah korban WNI 35 orang.

:::::::::::::::
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PERKARA A
TERORIS DI ‘
CIPUTAT -
JAKARTA
SELATAN

TKP KASUS TERORIS 2014 | 2oz =
KAMPUNG SAWAH CIPUTAT "

OTO TSK TERORIS

Nama NURUL HAQ

Jenis kelamin LAKI-LAKI

Tanggal lahir 16-09-1985

Tempat lahir JAKARTA

Alamat KP. KLINGKIT JL.NUSA INDAH / 23
Agama ISLAM

Status Perkawinan|KAWIN

Status Pekerjaan [KARYAWAN SWASTA




Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (8)

PENGUNGKAPAN IDENTITAS OLAH TKP BOM STARBUCKS COFEE

KALIMANTAN TENGAH

19900623 Katupsten  KOTAWARINGIN TIMUR

LAKELAKI Kecamatan  MENTAWA BARU KETAPANG
JLJEND.SUDIRMAN KM.18  Kelurahan PASIR PUTIH

ISLAM Tempat lahir TEGAL

BELUM KAWIN Bertaku

KARYAWAN SWASTA

Dari hasil identifikasi Tim AFIS terhadap para korban meninggal dunia, tercatat sebanyak 8
(delapan) korban meninggal dunia dan 5 korban meninggal dunia terindentifikasi melalui
perangkat MAMBIS, 1 korban melalaui CAAFIS, dan 1 korban dengan ideintifikasi AK-23, dan 1
korban Warga Negara Asing dengan menggunakan Paspor.
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PENGUNGKAPAN IDENTITAS KORBAN PEMBUNUHAN
WANITA DALAM KARDUS DI KOLONG JEMBATAN TOL PIK

TGL. 12-06-2016 _ _
Karyawan Bank yang Ditemukan Tewas di Tol PIK

Bernama Farah

R+ [v]c

FARAH NIKMAH

RIDHALLAH
JENISKELAMIN: PEREMPUAN

TANGGAL LAHIR : 1992/06/16
NIK': 3671065605920001
| ALANAT: JL. RADEN FATAH NO.

1

Jakarta - Polisi telah berhasil mengidentifikasi mayat perempuan yang
ditemukan di dalam sebuah boks plastik di kolong Tol Pantai Indah Kapuk
(PIK), Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dar hasil identifikasi,
korban diketahui bernama Farah Nikmah Ridhalah (23), seorang karyawan
sebuah bank swasta.

"Kami sudah meminta keterangan keluarga korban di Tangerang dan sudah
bisa dipastikan korban bernama Farah Nikmah Ridhalah, karyawan sebuah
bank swasta,” ujar Kapolres Jakarta Utara Kombes Daniel Bolly Tifaona
kepada detikcom, Rabu (13/7/2016).

Identitas korban terungkap dar hasil identifikasi e-KTP. Dari data-data

tersebut, polisi kemudian bergerak cepat ke rumah keluarga korban di
kawasan Tangerang.

"Informasi darn keluarga, korban sudah beberapa hari ini tidak pulang-
pulang ke rumahnya,” imbuhnya.

Setelah diketahui identitas korban, polisi kini tengah memburu pelaku
pembunuhan tersebut. Polisi melakukan profiling terhadap korban untuk
mengerucutkan kepada pelakunya.

"Sekarang kami fokuskan untuk mencari pelakunya. Doakan mudah-
mudahan cepat tertangkap.” pungkas Bolly.

Mavyat tersebut ditemukan di dalam sebuah boks yvang dibungkus kardus di
kolong Tol PIK, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa
(12/7) sekitar pukul 14 30 WIB. Saat ditemukan, korban dalam posisi
meringkuk di dalam boks dengan kondisi tangan terikat.

(mei/dhn)
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PENGUNGKAPAN IDENTITAS KORBAN TABRAK LARI

) Perekaman data ke chip dan Personalisasi

Informasi pribadi

s SISTEM APLIKASI E-KTP
N

Sidik jari pencarian Result

NIK  [3306020105420001

Aktivasi Kartu  Biometrik pencarian  Verifikasi Ka
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ccccccccccccccc

Foto

Score
Nama AMAT KASMAN lamat ABAN 11075
Tempat lahir PURWOREIO
Tanggal lahir RT |01 RW 002 ]
Jenis kelamin LAKI-LAKI Desa/Kel LABAN |

{
Golongan darah | TIDAK TAHU Kecamata NGOMBOL ‘ 'k
Agama ISLAM Wilayah PURWOREJO | i
Pekerj PETANI/PEKEBUN Provinsi JAWA TENGAH | / )
Status Perkawinan | KAWIN Nik Statu CARD_SHIPPED ‘ k =
001821D5218E 3306hanief 30-06-2016 12:56:06

Purworejo — korban tabrak lari yang mengakibatkan korban langsung
meninggal dunia ditempat dan tidak identitas sama sekali. Pihak
Polantas meminta bantuan ke Disdukcapil Kab. Purworejo, kemudian
diambil sidik jarinya dan muncul identitas yang bersangkutan
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PENGUNGKAPAN IDENTITAS KORBAN BENCANA
TANAH LONGSOR DI PURWOREJO
TGL. 19-06-2016

PURWOREJO, Musibah bencana tanah longsor dan
banjir di Kabupaten Purworejo yang merenggut 45 jiwa
dan puluhan orang luka-luka, telah meninggalkan
aneka catatan. Misalnya tentang kerja keras persone
BPBD, Tim SAR dan ratusan relawan dari berbagai
kota yang tak kenal lelah mencari korban tewas dan
mengevakuasi korban yang selamat.

Namun ada jasa dan peran penting vang hampir
terlupakan. Yaitu jasa Finger Print, salah satu

komponen alat perekaman KTP Elektronik milik Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Purworejo.

"Dengan bantuan Finger Print, jenazah korban longsor
di Caok yang ditemukan pada hari ke-7, yvang semula
dijuluki Mr X (karena tidak dikenali), akhirnya bisa
diketahui identitasnya secara lengkap.”" ungkap Sukmo
wWidi Harwanto, SH, MM, Kepaia Disdukcapil
Kabupaten Purworejo, Rabu (29/6).

Dijelaskan, jenazah itu ternyata adalah Sulaiman,
warga Dusun Krajan Lor, Desa Rimun, Kecamatan
Loano. Data diri dan foto korban muncul ketika sidik
jari kanannya ditempelkan di Finger Print.

"Aldlat itu terkoneksi secara online ke Mobil Unit dan
tersambung ke Data Center SIAK Kemendagri.
Sehingga hanya dengan hitungan detik data diri
korban muncul,” jelas Sukmo.

Itulah jasa Finger Print dalam pencarian korban tanah
longsor. Peranannya mungkin tidak begitu menonjol,
karena hanya bekerja di kamar mayat RSUD yang
dingin dan menyeramkan.

Peristiwa itu langsung dilaporkan ke Dirjen Dukcapil
Kementerian Dalam Negeri, dan mendapat apresiasi
vang tinggi. (Adv)
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Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan

KTP Elektronik Pada Jasa Raharja

% JASA RAHARJA
Urama dolam perlindungen, prima dalam pelayanan

Testimoni atas efektifitas dan efisiensi sebelum
maupun sesudah memanfaatkan data kependudukan,
NIK dan KTP elektronik :

/"Data kependudukan yang diperoleh secara online\
dari Database Dukcapil dengan menggunakan NIK
telah dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas
pelayanan dimanfaatkan Jasa Raharja dalam
santunan kepada masyarakat. Sebelum

\memanfaatkan data kependudukan tahun 2014/
kecepatan pelayanan korban meninggal dunia 4 hari
6 jam, setelah memanfaatkan data kependudukan
kecepatan meningkat dan pada periode Januari —
Agustus hanya 2 hari 10 jam. Pelayanan
administrative di loket pelayanan juga meningkat dari
40 menit menjadi 35 menit”
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Ganti Paspor Cukup Bawa e-KTP

dan Paspor Lama

SYARAT
PENGGANTIAN
PASPOR:

1. E-KTP

2. Paspor Lama

PENGGANTIAN PASPOR RI LEBIH MUDAH [m
Tidak berlaku untuk paspor keluaran sebelum m

Tahun 2009, Paspor keluaran luar negeri, rusak,
hilang atau perubahan data.

Syarat penggantian paspor itu cukup dgn
E-KTP & Paspor Lama saja, lho! Tapi ini
khusus paspor yg dibuat di dalam negeri
setelah tahun 2009.
pic.twitter.com/P4I19jMuWpa

— DitJen Imigrasi (@ditjen_imigrasi)
October 19, 2017

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkum HAM) mempermudah syarat perpanjangan paspor.
Syaratnya, pemegang paspor Indonesia cukup membawa e-KTP
dan fotokopi paspor lama.

"Ya untuk (pemegang) paspor yang dicetak di atas 2009, dia kan untuk
pergantian normal cukup melampirkan e-KTP dan paspor lama, kalau
belum ada e-KTP bisa menunjukkan surat keterangan (suket) dalam
proses," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen Imigrasi
Agung Sampurno saat berbincang, Jumat (20/10/2017).
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Registrasi SIM Card Prabayar

Demi peningkatan perlindungan hak pelanggan jasa telekomunikasi, prusas BEG|N|_CARAREG|STRAS|
Kementerian  Komunikasi dan Informatika  (Kominfo) akan | e '

3 1 Kementeraan Komuntkasi dan informatika mewapbkan registrast dan regetrass

memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan OKTOBER ) e s Sengdn s mengainati
Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 31 Oktober 2017. Registrasi . Registrasi Ulang

PELANGGAN LAMA

Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun — et

2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang telah NIK#NomorKK# ULANG#NIK#Nomor KKi#
diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017
Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. kivina ke

. L . . . ukan Nomor
Registrasi ini dikatakan sebagai upaya pemerintah dalam ?,f:""::':‘:fm' 4444 KK
mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan, terutama pelanggan terdaftar di ‘

. . . ] Dukcapil. Pastikan Nornor
prabayar sebagai komitmen melindungi konsumen dan untuk Kart Kl
kepentingan national single identity. B

/ \ di Dukcapil.
"
@) TELKOMSEL & xL axiata smartfren e o
by Telkom Indonesna& ::SA::IY(::TA
1N d osa t KEPENDUDUKAN
\ j SUMBER: KEMENKOMINFO | INFOGRAFIS: MINDRA PURNOMO/DETIKCOM detikinet
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* - MANFAAT DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI EANK BRI

BANK BRI

INQUIRY DATA KEPENDUDUKAN

rmerid

Peningkatan Pengamanan

Efisiensi Waktu Kemudahan Proses
Sobagian besar data sudah terinput otomatis Aman dalam proses verifikasi kepada nasabah atau calon
Sast pembukaan rekening baru dari "9 St oAb P nasabah sehingga dapat mencegah tindakan
25 menit menjadi 4 menit dari database kependudukan

penipuan atau penyalahgunaan

Efisiensi Waktu dan Kemudahan layanan AMKKM

Kemudahan proses juga dirasakan dalam layanan Asuransi Mikro Kecelakaan Kesehatan
Meninggal Dunia (AMKKM) bagi masyarakat dimana jika data telah terverifikasi melalui mesin
EDC, maka tertanggung dapat terlindungi produk asuransi saat itu juga.

Asurans: Mikro

KKM'

Sumber : Testimonl Divisi Layanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 14 Oktobar 2016,
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Testimoni Penggunaan

Inguiry Data Kependudukan @m
di Cabang-cabang BCA Senantiasa di Sisi Anda

7~ Hup Eﬁa

& INQUIRY DUKCAPIL PUSAT

CABANG SEMARANG CABANG SURABAYA CABANG PAPUA

"Fasilitas Inquiry Data

Kependudukan dirass sangat K“‘F

bermantaat. Tapi, ada baiknya -

hasil inquiry tersebut ditambah w

dengan foto untuk mencegah

KTP palsu.™
“Sangaot dibutuhkan untuk “Sangat bermanfaat dan selalu

\(TP -EL pembukaan rekening. Kami digunakan. Tanggal 21092016

sangot terbantu ketikas user cabang kami kedatangan

- v vang kami daftarkon berbasil nasabah ingin melakukan

‘ mendapa(ka" aksoes |nquuy transaksi. Ketika kami cek

data kependudukan. Kiranya KTP-El nya belum rekam
"*Mempermudah transaksi proses pengajuan dapat Padahal, tanggal penerbitan
Selalu digunakan untuk semakin cepat.”™ sejak O9/08/2016. Untuk case
mengotahul apakah status KTP sepertl itu, kami perilu bantuan

.mmmwmm .“‘W Llckt-rovnknyn tunggal, belum pengecekan untuk mengetahui

bormanfaat untuk mm‘l‘mmm rekam, atau ganda.”™ dota ter-update dari nasabah

kebenaran dota nasabah yoang meragukan,”
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KTP-EL MENDUKUNG IMPLEMENTASI
SIM ONLINE

Dengan KTP-el, kita tidak perlu lagi membuat SIM di kantor pelayanan SIM
Polres dimana alamat KTP tersebut. Tapi bisa dilakukan di pelayanan SIM
kabupaten/kota !&in karena sistem administrasinya sudah secara online
di seluruh Indonesia.

\‘3&

Proses yang mudah Akses di Seluruh Indonesia Efisiensi Waktu
C_ukup dengan menyerahkan KTP-el saja, Server KTP-el bisa diakses oleh seluruh Waktu pengurusan bisa lebih cepat
tidak perlu fotocopy, maka identitas Anda wilayah di Indonesia, sehingga pengurusan dengan sistem online

akan terbaca oleh sistem bisa dimana saja.
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TIM DVI DIBANTU TIM DITJEN DUKCAPIL

INDENTIFIKASI JENAZAH KORBAN LION JT 610 DI RS. POLRI

w]*'

Dirjen Dukcapil memimpin Tim Ditjen Dukcapil Kemendagri bekerjasama dengan
Disaster Victim Identification (DVI) Polri dalam mengidentifikasi jenazah korban
kecelakaan Pesawat Lion Air JT 610 (Jakarta — Pangkal Pinang) yang jatuh pada
tanggal 29 Oktober 2018 di Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Dengan jumlah
korban sebanyak 189 orang dan berhasil diidentifikasi menggunakan sidik jari
korban. Identifikasi dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said

Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur. >
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Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan

Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pajak Kemenkeu, untuk verifikasi dan validasi wajib pajak dan percepatan penerbitan
NPWP, Jakarta, 2 November 2018.
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IMPLEMENTASI CARD READER
KTP-el TINGKATKAN AKURASI
DATA PESERTA JKN-KIS
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Sumber:
https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2018/641/Implementation-of-Card-Reader-KTP-El-Improves-

Mengawali tahun 2018, BPJS Kesehatan beserta
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
mengembangkan satu lagi inovasi baru guna
mempermudah dan mempercepat proses layanan

pendaftaran masyarakat yang akan mendaftar menjadi

peserta JKN-KIS, melalui pemanfaatan KTP Elektronik
(KTP-El) pada card reader. Sebelumnya sejak April

2013, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dalam hal akses database kependudukan untuk proses
validasi data calon peserta JKN-KIS. Upaya inovasi yang
terus dikembangkan ini diharapkan dapat membawa
JKN-KIS selangkah lebih dekat menuju cakupan
kesehatan semesta yang ditargetkan terealisasi
selambatnya 1 Januari 2019 mendatang.

Accuracy-of-Participant-Data-of-JKN-KIS tanggal 5 Januari 2018



https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2018/641/Implementation-of-Card-Reader-KTP-El-Improves-Accuracy-of-Participant-Data-of-JKN-KIS

Ditjen Dukcapil mendapat penghargaan dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Tahun 2017

Penghargaan Percepatan Pemanfaatan Data
Kependudukan di BPR-BPRS Seluruh
Indonesia dari Perbarindo Tahun 2018

] Pra— ]
| PELUNCURAN ‘ — L Al sl
N INFORMATIKA | pPemberian Penghai G e I -
NYELENGGARAAN 1 (sertifikat, Plakat dan Karikatur Registrasi ksei [@ -

fATIKA

Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo)
Tahun 2017

Ditjen Dukcapil mendapat penghargaan
dari Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI)

Polri pada Tahun 2018 Tahun 2018

Penghargaan dari Polri dalam hal telah
berperan dalam memberikan akses data
kependudukan untuk penegakan hukum oleh




Penghargaan KIPP
TOP 99

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4% TAHUN 2019

TENTANG

TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRAS] REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan penghargaan pengembangan
inovasi pelayanan publik kepada Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan
Usaha Milik Daerah berkenaan dengan pelaksanaan Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha
Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2019,
perlu menctapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Top 99
Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019;

Mengingat  : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pclayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Indonesia

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

Inovasi SI JUWITA, merupakan inovasi pemanfaatan data kependudukan
terintegrasi secara online untuk mewujudkan single identity number. SI JUWITA
telah meraih penghargaan KIPP Top 99 Tahun 2019



PENGHARGAAN YANG TELAH DIRAIH DI BIDANG PEMANFAATAN DATA

Ditjen Dukcapil mendapat penghargaan dari Ditjen Dukcapil mendapat penghargaan
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dari
Tahun 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tahun 2020
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Soslalisasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 76 Tahun 2020

Perangkat Pembaca dan Penulis Serta Perangkat
Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik



PERTIMBANGAN

(o) [
: Mel
Peraturan Menten9 9 elaksanakan Pasal 5 h

j Peraturan Pemerintah

Dalam Negeri Nomor 34 Nomor 40 Tahun 2019
Tahun 2014 tentang tentang Pelaksanaan
Spesifikasi Perangkat $”da”9'unda”9 Nomor 23
ahun 2006 tentang
Pembaca Kartu Tanda Administrasi Kependudukan
Penduduk Elektronik sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013
Perubahan Atas
dang Nomor 23

Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan

@)

/

sudah tidak sesuai lagi
n kebutuhan

administrasi
kependudukan j
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Bab Il > PENGUJIAN TEKNIS & SERTIFIKASI




Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

N

Pengujian Teknis

Lembaga
Pengujian
Teknis &

Sertifikasi

Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri (Kemenperin)
A

% Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Sertifikasi Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN)

Created by Subdit Kl 2021



Produsen Card Encoder dan/atau Produsen Card Reader waijib
*| mengajukan surat permohonan pengujian teknis kepada Dirjen;

Dirjen menerbitkan surat persetujuan pengujian teknis Card Encoder
dan/atau Card Reader;

» 1| Surat persetujuan pengujian teknis Card Encoder dan/atau Card Reader
sebagai dasar dilakukan pengujian Produsen Card Encoder dan/atau
Produsen Card Reader oleh lembaga pengujian teknis;

- Dalam hal Card Encoder dan/atau Card Reader telah sesuai dengan
spesifikasi, lembaga pengujian teknis menerbitkan surat keterangan hasil
pengujian;

« | Surat keterangan hasil pengujian disampaikan kepada Menteri melalui
Dirjen;

Dirjen melaporkan proses dan hasil kepada Menteri.

GRATIS!!

Created by Subdit Kl 2021



Prosedur
Pengajuan
Sertifikasi TKDN

30%|

Created by Subdit Kl 2021

dan/atau Card Reader;

Surat persetujuan pengajuan sertifikasi Card Encoder dan/atau Card
Reader disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagai dasar dilakukannya
sertifikasi Card Encoder dan/atau Card Reader;

Sertifikat TKDN disampaikan kepada Dirjen;

Produsen Card Encoder dan/atau Produsen Card Readeryang akan
mengajukan sertifikasi perangkat keras wajib menyampaikan surat
permohonan pengajuan sertifikasi kepada Dirjen;

Ditjen menerbitkan surat persetujuan pengajuan sertifikasi Card Encoder

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian menerbitkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri;

Dirjen melaporkan hasil sertifikasi kepada Menteri.

GRATIS!!!
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LAMPIRAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG PERANGKAT PEMBACA DAN
PENULIS SERTA PERANGKAT PEMBACA

KARTU

TANDA PENDUDUK

ELEKTRONIK

SPESIFIKASI KOMPONEN CARD ENCODER DAN CARD READER

SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT PEMBACA DAN PENULIS KTP-el (CARD

ENCODER)

A. SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT PEMBACA DAN PENULIS KTP-el

TERPISAH

1. SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT KERAS :

a. Smart Card Reader
1) Standar
2) Frekuensi
3) Baudrate [kbit/s]

4) Kuat Medan Operasi

Jarak t ksi

SNIISO/IEC 14443.

13,56 MHz £ 7 KHz.

106, 212, 424, 848 kbps.

dari 1,5 A/m (rms) sampai dengan
7,5 A/m (rms).

ksi 10 em.

Slot  Secure Access :

Module (SAM)

Keamanan

Interface
Otentikasi

10) Protokol

11) Komunikasi dengan :

Komputer (Host
Protocol)
12) Lain-lain

mendukung paling sedikit 1 slot
SAM, (SAM ditanam di dalam
smart card reader).

Memiliki mekanisme
perlindungan keamanan terhadap
SAM.

USB

mendukung otentikasi dua arah
antara smart card reader dan cip
T=0, T=1, dan T=CL.

personal  computer/smart card
(PC/SC) pada windows atau linux.

software development kit.

b. Secure Access Module (SAM) pada Smart Card Reader

1) Cip :

2) Standar

3)  Instruction Set

4)  Kapasitas EEPROM

5) Daya tahan :
penyimpanan data

6)  Crypto Co-Processor

7) Pembangkit Bilangan :
Acak

8)  Sertifikasi Keamanan :

9)  Mutual
Authentication

10) Anti Cloning

11) Model/Fungsi

smart card kontak (contact smart
card) berbasis microprocessor.
SNIISO/IEC 7816 (protokol T=1).
SNIISO/IEC 7816-4.

paling rendah 32 KB.

paling singkat 10 tahun.

memiliki Crypto  Co-Processor
yang mendukung algoritma
penyandian 3-Key Triple-DES
(3KTDEA) dengan panjang kunct
paling rendah 168-bit, algoritma
hash SHA256 serta mendukung
Digital Signature dengan
menggunakan ECDSA 256-bit
dengan point curve secp256r1.
standar FIPS 140-2 atau AIS-31
(=

memiliki ~ sertifikasi  keamanan
dengan tingkat jaminan keamanan
paling rendah Common Criteria
EAL5+ atau FIPS 140-2 (atau
standar FIPS vang lebih terbaru)
paling rendah tingkat 4.
mendukung proses otentikasi dua
arah antara smart card dan reader
dengan mekanisme umpan-balik
(mutual authentication).

memiliki  proteksi  terhadap
penggandaan secara iegal (anfi
cloning).

dengan fungsi baca tulis.

B. SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT PEMBACA DAN PENULIS KTP-EL
TERINTEGRASI
1. SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT KERAS
a. Smart Card Reader
1) Standar
2) Frekuenst
3) Baudrate

4

3
6

Jarak transaksi

collision
7) Bitrate

8) Protokol
Komunikasi

Inisialisasi dan anti :

: SNIISO 14443 Aand B.

13,56 MHz £ 7 KHz.

: paling rendah 100 kbps.
Kuat Medan Operasi :

dari 1,5 A/m (rms) sampai dengan

7,5 A/m (rms).

: maksimum 10 cm.

SNIISO/IEC 14443-3.

: bt rate  untuk  melakukan

komunikasi dengan KTP-¢l pada saat
proses misialisasi dan anticollision =
fe/ 128 (~106 khbit/s).

bit  rate  untuk  melakukan
komunikasi dengan KTP-el setelah
proses misialisasi dan anticollision
bernilai salah satu dar rumusan
benkut im:

— fe/ 128 (~106 kbit/s),

— fo/64 (~212 kbit/s),

— fe/32 (~424 khit/s),

—fc/16 (~848 kbit/s).

: T=CL

9) Slot Secure Access :

Module (SAM)
10) Otentikasi

11) Lain - lain

mendukung paling rendah 1 slot
SAM.

: mendukung otentikasi dua arah

antara smart card reader dan cip.

: software development kit.

b. Secure Access Module (SAM) pada Smart Card Reader

1) Cip

2) Standar
3) Instruction set
4) Kapasitas EEPROM

5) Daya tahan

penyimpanan data

6) Crypto Co-Processor

7) Pembangkit
bilangan acak
8) Sertifikasi

keamanan

9) Mutual
authentication

10) Anfi cloning

11) Model/fungsi

HIm. 24 s.d 45

: smart card kontak (contact smart

card) berbasis microprocessor.

: SNI ISO 7816 (protokol T=1).
: SNIISO 7816-4.
: paling rendah 32 KB.

paling singkat 10 tahun.

: memiliki Crypto Co-Processor yang

mendukung algoritma penyandian
3-Key Triple-DES (3KTDEA) dengan
panjang kunci paling rendah 168-
bit, algoritma hash SHA2356 serta
mendukung  Digital  Signature
dengan menggunakan ECDSA 256-
bit dengan point curve secp236rl.

. standar FIPS 140-2 atau AIS-31 (P2).

: memiliki  sertifikasi  keamanan

dengan tingkat jaminan keamanan
paling rendah Common Criteria
EALS+ atau FIPS 140-2 paling
rendah tingkat 4.

: mendukung proses otentikasi dua

arah antara smart card dan reader
dengan mekanisme umpan-balik
(mutual authentication).

: memiliki proteksi terhadap

penggandaan secara illegal (anti

cloning).

: dengan fungsi Baca Tulis (Read

Write).



.

II. SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT PEMBACA KTP-el (CARD READER)
A. SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT PEMBACA KTP-el TERINTEGRASI
1. SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT KERAS

a. Smart Card Reader
1) Standar
2) Frekuensi
3) Baudrate

operasi
5) Jarak transaksi

6) Inisialisasi dan anti :

collision

7) Bit rate

SNIISO 14443 A and B.
13,56 MHz = 7 KHz.

: paling rendah 100 kbps.

4) Kuat medan

dari 1,5 A/m (rms) sampai dengan
7.5 A/m (rms).

: maksimum 10 cm.

SNI ISO/IEC 14443-3.

bit rate untuk melakukan komunikasi
dengan KTP-el pada saat proses
inisialisasi dan anticollision = fe/128
(~106 kbit/s).

Hlm. 24 s.d 45

=

8) Protokol
komunikasi

9) Slot secure access :

module (SAM)
10) Otentikasi

11) Lain - lain

bit rate untuk melakukan komunikasi
dengan  KTP-el setelah  proses
misialisasi dan anticollision bernilai
salah satu dari rumusan berikut ni:
—fc/128 (~106 kbit/s),

— fo/64 (~212 kbit/s),

— fc/32 (~424 kbit/s),

— fc/16 (~848 kbit/s).

: T=CL

mendukung paling rendah 1 slot SAM.

: mendukung otentikasi dua arah

antara smart card reader dan cip.

: software development kit.

Secure Access Module (SAM) pada Smart Card Reader

1) Cip

2) Standar
3) Instruction Set

4) Kapasitas EEPROM :
5) Dava tahan :

penyimpanan data

6) Crypto Co- :

Processor

7) Pembangkit
bilangan acak
8) Sertifikasi

keamanan

: smart card kontak (contact smart card)

berbasis microprocessor.

: SNIISO 7816 (protokol T=1).
: SNIISO 7816-4.

paling rendah 32 KB.
paling singkat 10 tahun.

memiliki Crypto Co-Processor yang
mendukung algoritma penyandian 3-
Key Triple-DES (3KTDEA) dengan
panjang kunci paling rendah 168-bit,
algoritma  hash ~ SHA256  serta
mendukung Digital Signature dengan
menggunakan ECDSA 256-bit dengan
point curve secp256rl.

: standar FIPS 140-2 atau AIS-31 (P2).

: memiliki sertifikasi keamanan dengan

tingkat jaminan keamanan paling
rendah Common Criteria EALS+ atau
FIPS 140-2 paling rendah tingkat 4.

9) Mutual

authentication

10) Anti cloning

11) Model/fungsi

c. Fingerprint scanner

1) Tipe sensor

2) Luas permukaan :

sensor

3) Resolusi

4) Citra keluaran

5) Standar sensor

6) Standar minutiae :

Sidik Jari
7) Supported
Operating System
8) Lain-lain

: mendukung proses otentikasi dua

arah antara smart card dan reader
dengan mekanisme umpan-balik
(mutual authentication).

: memiliki proteksi terhadap

penggandaan secara ilegal (anti
cloning).

: hanya dengan fungsi Baca (Read).

: berbasis Optic, apabila akan digunakan

tipe sensor selain berbasis optic
(capacitive, ultrasonic dan lain-lain)
perlu dilakukan riset/penelitian awal
untuk mendukung prosedur pengujian
dan Proof of Concept (PoC).

Diperlukan data dukung awal seperti
minimum 3.000 sampel yang sama
atau hasil perekaman sesuai tipe
sensor selain optic tersebut.

bagi tipe sensor optic, paling rendah
one fingerprint scanner dengan dimensi
paling rendah 152 mm x 20,3 mm
(atau paling rendah setara dengan
sensor jenis FAP 20).

bagi tipe sensor selain optic akan
disesuaikan berdasarkan hasil riset

awal sebagaimana catatan nomor (1).

: paling rendah 500 dpi (£ 10 dpi).
: paling rendah 8 bit skala abu-abu (8-

bit gray scale image).

: FBI IQS Compliant, sertifikasi PIV

(Personal Identifikasi Verification).
SNIISO/IEC 19794-2.

: windows atau linux atau android atau

embedded OS atau setara.

: software development kit.

d. Perangkat Komputasi

1) Processor

2) Memory

3) Display/layar
tampilan

4) Antar muka

5) Supported

: paling rendah 16-bit yang dapat

diprogram ulang (reprogrammable).
1) paling sedikit 128 Kilobytes untuk
program.

2) paling sedikit 256 Kilobytes untuk
data.
3) paling sedikit 20 Megabytes untuk

menyimpan data riwayat transaksi.

1) jenis layar sentuh monochrome atau
berwarna atau layar monochrome
atau berwarna dengan papan
tombol.

Resolusi Paling rendah 320 x
240@60 Hz
atau

2) layar monochrome teks
atau

3) tanpa layar, tetapi dengan indikasi
visual/audio terhadap otentisitas
cip dan data, serta sukses/gagal
verifikasi Sidik Jari.

1) antarmuka RF untuk menerima
transaksi KTP-el.

2) antarmuka pemindaian Sidik Jari
untuk menerima transaksi verifikasi
Sidik Jari 1:1 (one-to-one matching).

3) antarmuka Serial atau USB atau
ethernet untuk keperluan
pemrograman ulang aplikasi dan
pengambilan data dan riwayat
transaksi.

4) bagian antarmuka pemasok daya
listrik AC dan/atau baterai kering

dan/atau jenis lainnya.

: windows atau linux atau android atau
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Disampaikan Pada Acara Pelatihan Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan Angkatan 1
Novotel Mangga Dua Square, 22 Juni 2021
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RUANG LINGKUP RUJUKAN

DASAR HUKUM UTAMA ADMINDUK
i B L

UU No. 23/ 2006, tentang : hak dan tentang : Hak dan ‘ tentang : Pemanfaatan

Psl 5, 6, 7, 8, 13 & 83 Kewajiban Pemerintah Kewajiban Penduduk Data Kependudukan
Pusat dan Daerah

\_ %
Dipergunakan : tentang
U U NO . 24/ 2013; 1. Lay. Publik Perlindungan & Kerahasiaan
Ps| 58 Ayat 4 & Psl 79 2. Perc. Pembngunan Data & Dokumen

3. Alokasi Anggaran Kependudukan
4. Pembngunan demokrasi

5. Pngkan Hkm & Pcgh Krimnl

N

5P No. 40/2019 GCIEEEIET D —
yg terdiri: untuk pemanfaatan:
Psl 10 Ayat 1&3 1. Kementerian; a) Data Kependudukan; dan
2. Lembaga; dan b) KTP-el
\_ 3. BHI J
-
PERMENDAGRI No Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
102 Tahun 2019
-




RUANG LINGKUP ADMINDUK

* Penerbitan NIK

* Perubahan alamat;

* Pindat dim Wil Indonesia

* Pindat Antar negara;

* Penddk Pelintas batas;

* Pendataan Penduduk

Rentan Adminduk;

* Pelaporan pddk yg tdk
mampu mengantar
sendiri

PENDAFTARAN
PENDUDUK

R R R A R

PEMUTAKHIRAN | PEMANFAATAN DATA
|{ PEBNlcc:)ADTGTAAN I . —> DATA/INFODUK —  SIAK UNTUK PEMERINTAHAN
| BIODATA : & PEMBANGUNAN

I

— e o . —— —— — — —— — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kelahiran;

Lahir mati;

Perkawinan;

Pembatalan Perkawinan;
Perceraian;

PENCATATAN a
« Pembatalan Perceraian

SIPIL

|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kematian; l
Pengangkatan Anak; :
Pengakuan Anak; |
Pengesahan anak; :
Perubahan Nama; |
Perubahan Status :
Kewaganegaraan,; I
* Peristiwa Pgntir‘ lainnya; |
« Pelaporan pddk yg tdk |
mampu sendiri.v |




RUANG LINGKUP PEMANFAATAN DATA




PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

(SESUAI DENGAN UU 24/2013 PASAL 58 AYAT (4) )

PELAYANAN PUBLIK

*lzin Usaha

* Pelayanan Pajak Kendaraan

*Bank

* Pemberian bantuan sosial/pemerintah

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

* Perencanaan Pendidikan
* Perencanaan Kesehatan

ALOKASI ANGGARAN

* Perencanaan Dana Alokasi Umum
» Alokasi Dana Khusus

Alokasi Dana Desa

/ PEMBANGUNAN DEMOKRASI

1 I I I data penduduk potensial pemilih Pemilu
(DP4) dan (DAK2)

PENEGAKAN HUKUM DAN PENCEGAHAN
KRIMINAL

+ memudahkan pelacakan pelaku
criminal
« dll




Kebijakan SI N
SINGLE IDENTITY NUMBER

TATA KELOLA
YANG DITUJU

Satu
Penduduk

Satu KTP-el
Satu KIA




’ KEWAJIBAN PENCANTUMAN NIK SEBAGAI DASAR

PELAYANAN PUBLIK -

NIK menjadi nomor identitas Dalam penyelenggaraan semua
tunggal yang mendasari semya pelayanan publik, Pemerintah
urusan pelayanan publik melakukan integrasi nomor identitas yg

telah ada dan digunakan untuk
pelayanan publik

1. Setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan o] (]
kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia wajib mencantumkan
NIK.

2. NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen
identitas lainnya yang diterbitkan.

3. Dokumen identitas lainnya meliputi:

a. Dokumen identitas diri, antara lain surat identitas pilot, kartu advokat,
dan surat identitas profesi lainnya.

b. Bukti kepemilikan, antara lain dokumen perjalanan, NPWP, polis
asuransi, sertifikat hak atas tanah, SIM, BPKB, ijazah sekolah menengah
umum atau yang sederajat, dan ijazah perguruan tinggi.




NIK SEBAGAI DASAR PELAYANAN PUBLIK
PASAL 64 UU NO. 24/2013

NIK menjadi nomor identitas tunggal yang
mendasari semua urusan pelayanan publik

Dalam penyelenggaraan semua pelayanan publik,
Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang
telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik




KEWAJIBAN PENCANTUMAN NIK

PASAL 34 PP NO. 40/2019

1. Setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh
kementerian/lembaga atau badan  hukum  Indonesia  wajib
mencantumkan NIK.

2. NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap
dokumen identitas lainnya yang diterbitkan.

3. Dokumen identitas lainnya meliputi:

a. Dokumen identitas diri, antara lain surat identitas pilot, kartu
advokat, dan surat identitas profesi lainnya.

b. Bukti kepemilikan, antara lain dokumen perjalanan, NPWP, polis
asuransi, sertifikat hak atas tanah, SIM, BPKB, ijazah sekolah
menengah umum atau yang sederajat, dan ijazah perguruan tinggi.



DATA KEPENDUDUKAN

DATA PERSEORANGAN : Pasal 58 ayat(2)

r.—alamat sebelumnya;

a. nomor KK; s. alamat sekarang
b. NIK; (RT/RW/Dsn/Kmp);
c. nama lengkap; t. kepemilikan akta kelahiran/surat
d. jenis kelamin; kenal lahir;
e. tempat lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat
f. tanggal/bulan/tahun lahir; kenal lahir;
g. golongan darah; v. kepemilikan akta perkawinan/buku
h. agama/kepercayaan; nikah;
i. status perkawinan; w. nomor akta perkawinan/buku
j.  status hubungan dalam nikah;

keluarga; x. tanggal perkawinan;
k. cacat fisik dan/atau y. kepemilikan akta perceraian;

mental; z. nomor akta perceraian/surat cerai;
l. - pendidikan terakhir; aa. tanggal perceraian;
m. jenis pekerjaan; bb. sidik jari;
n. NIKibu kandung; cc. iris mata;
0. nama ibu kandung; dd. tanda tangan; dan
p. ee. elemen data lainnya yang
q. merupakan aib seseorang.




DATA-DATA YANG DILINDUNGI

PASAL 79 UU 24/2013

(1) Data perseorangan dan dokumen
kependudukan wajib disimpan dan
dilindungi kerahasiaannya oleh

Negara

(2) Menteri memberikan hak akses data
kependudukan kpd petugas

provinsi dan petugas Instansi

Pelaksana serta pengguna.

PASAL 84 ayat (1) UU 24/2013
Menteri memberikan hak akses data
pribadi kpd petugas provinsi dan petugas
Instansi Pelaksana.

PASAL 84 ayat (1) UU 24/2013

Data pribadi penduduk yg harus
dilindungimemuall . . - - - -

fa. keterangan tentang cacat A
fisikdan/atau mental; i
"b.  sidikjari
|c. iris mata; |
i d. tanda tangan; dan I
e. elemen data lainnya yg merupakan
\ aib seseorang. ]

- - S - - - S S S

PASAL 56 ayat (4) PP 40/2019

Untuk kepentingan keamanan negara dan
penegakan hukum, Data Pribadi Penduduk
yg harus dilindungi hanya dapat diakses
dg persetujuan dari Menteri

o i



Penggunaan Data
Kependudukan

Data Kependudukan Kementerian Dalam
Negeri digunakan untuk semua keperluan
antara lain untuk:

a.
. perencanaan pembangunan;

™ QO O

pelayanan publik;

alokasi anggaran;

. pembangunan demokrasi; dan
. penegakan hukum serta pencegahan

kriminal.

o PILEG/PILPRES Tahun 2014 & 2019
o PILKADA Tahun 2015, 2017,2018 & 2020

e Baseline Sensus Penduduk 2020
oleh BPS

o Dasar perhitungan DAU, DAK dan
Dana Desa

e Verifikasi data bansos dan subsidi

o Verifikasi dan validasi data dala
pelayanan publik



AKSES PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN UNTUK
PENANGANGAN COVID-19

1 | MENKO PEREKONOMIAN

Kartu Prakerja

2 | KEMENTERIAN KESEHATAN

RS. Darurat Wisma Atlet - Penanganan
Pasien Covid-19

3 | DISKOMINFO JAWA BARAT

Penanganan Covid-19 & Penyaluran
Bantuan

4 | DISKOMINFO JAWA TIMUR

Penyaluran Bantuan

5 | DINAS SOSIAL KOTA
SEMARANG

Penyaluran Bantuan

6 | BAPPEDA KOTA
SEMARANG

Penanganan Covid-19 & Penyaluran
Bantuan

14



METODE VALIDASI

AKSES NIK FACE RECOGNITION CARD READER

validasi data dari non digital ke digital

Keamanan Data

* Dukcapil tidak memberikan data kependudukan < Di dalam Card Reader « Data Center Dukcapil sudah
tetapi yvg diberikan adalah hak akses NIK dengan  terdapat kartu SAM yg memenuhi standar internasional

e e e ™ el B Rl P e e et

mode jawaban sesuai dan/atau tidak sesuai. memungkinkan card ISO 27001:2013
* Jaringan tertutup(VPN MPLS) reader bisa membaca ¢ Data Center dikelola mandiri
* Dashboard monitoring penggunaan data oleh data fisik KTP-el * Tidak menggunakan cloud server

Lembaga pengguna



Kebijakan 1 Data
Kependudukan

UU 23/2006 Indonesia bercita-cita membangun satu data kependudukan
JoUU 24/2013

Menggunakan NIK untuk seluruh transaksi

Sifat NIK Unik, Khas, Tunggal, dan Melekat

Dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat
tanah dan dokumen identitas lainnya

Pasal 13 UU 23/2006




TANGGAPAN ISU KEBOCORAN DATA DAN PERLINDUNGAN DATA

mempertanyakan logika yang menda

A A AN

endudukan oleh Kemen

....................................... A A A AN AR

: |

Dasar Hukum Peryaratan &
Pemberian hak akses Tata Cara
UU 24/2013: Permendagri 102/2019

Pasal 58 ttg ruang lingkup Salah satu syarat : surat keterangan izin usaha & rekomendasi
Pasal 79 ttg hak akses dr otoritas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha bagi
verifikasi data badan hukum Indonesia



Wajib memberikan data

102/2019)

Dilakukannya Proof of Concept (PoC)
Maksud Tujuan

* Memastikan IP yg digunakan adalah IP client/server yg telah ditentukan
untuk mengakses webservice Ditjen Dukcapil;

* Memastikan aplikasi dan layanan apa saja yg digunakan oleh Pengguna
dalam mengakses data kependudukan;

* Mengetahui siapa yang mengakses dan lokasi akses;

* Memastikan NIK yang diakses melalui webservice Pengguna sesuai

PR A

dengan NIK yang ada di database Ditjen Dukcapil

* Melakukan pembuktian implementasi aplikasi
lavanan Pengguna

* Agar sistem pelavanan di Pengguna yang
digunakan untuk mengakses data kependudukan
menjadi aman dan layak digunakan




1 I8

.............................................................

Keluarga (KK).
Data kependudukan dapat dimanfaatkan oleh

dahulu.
Metode pemanfaatan data kependudukan untuk

.........................................................

..........................................................................................
................................




PERLINDUNGAN DATA

. Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi
kerahasiaannya oleh Negara

. Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada
petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.

. Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan
Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai
pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan

Menteri.

xxxxxxxxx



s N 2
Penduduk Wilayah
N VAN J
s N N
. Pengakuan
Pemerintahan N .
egara Lain
N )\
[ UuUD 1945

[ UU No 23 Tahun 2006

[ UU No 24 Tahun 2013

!
|
|

TUGAS
NEGARA

Memberikan perlindungan hukum
kepada seluruh WNI Penduduk
Indonesia dengan memberikan
Dokumen Kependudukan secara cepat,
akurat dan lengkap dan Gratis.

Negara harus hadir sampai ke pintu
pintu rumah untuk memberikan
pelayanan administrasi kependudukan.

11l
ﬂw\ I

A
wmeose.  TUJUAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK
E . J memberikan keabsahan identitas
EE J memberikan perlindungan status hak: sipil
ﬁ“ e n penduduk

O menyediakan data dan informasi
kependudukan nasional

d mewujudkan tertib adminduk secara nasional
dan terpadu

0 menyediakan data penduduk yg menjadi
rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya



KEBIJAKAN SIN KEBIJAKAN ONE DATA POLICY & CONNECTED

Single Identity Number

“ 1 S
Pembuatan rekening bank, % Y (R gg
x proses perkreditan, SIM, (B e, A%
Sertifikat tanah, Paspor,
NPWP, BPJS harus A ¥ ES R}Z’T)EK
Penduduk menggunakan KTP-el 3 mg
NIK |
KTP-el

TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN

Tata Kelola
Yang Dituju



Da'l'a Total DP4 = 105.396.460 jiwa

270 Daerah Pemilihan
KependUdUkan 9 pilgub, 224 pilbup &
4 37 pilwalkot

267 juta AR T 194 juta
Penduduk ‘ | = e W E wajib ktp .. . ore g
| Kriteria: - berdomisili di NKRI

- berusia > 17 thn

- < 17 thn

sudah/pernah nikah

verifikasi . - bukan TNI/Polri
Basis Data

~——p> ‘9,0/ Sensus

2020

Data
Tunggal

§ )

\J

Perekaman Y - & . o .
KTP-el N ?’\ ? '?1 ? a
y y i \\ = E ?‘:‘ b \\*E\ :
Pemilih Pemula ! "___. . : = . W X
(XN ®

D ..

BIOMETRIK

|

& w0 &b KN & & am o 6 NN




DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATANNYA

Sesuai amanat Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan mengamanatkan bahwa data kependudukan yang
digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari
Kementerian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan :

a)Pelayanan publik;

b)Perencanaan pembangunan;

c)Alokasi anggaran;

d)Pembangunan Demokrasi;

e)Penegakan hukum dan pencegahan kriminal



BEBERAPA DATA BALIKAN OLEH LEMBAGA PENGGUNA

. PERBANKKAN > NOMOR CIF

. DITJEN PAJAK > NPWP
. BPJS > NOMOR BPJS

. SELULAR > NOMOR HANDPHONE

. POLRI > Nomor SIM, DATA KEJAHATAN, SKCK
. KESEHATAN > NOMOR REKAM MEDIS

. DINAS PENDAPATAN > NOMOR KENDARAAN

. PEMBERIAN BANTUAN > NOMOR PENERIMA
BANTUAN

O N OYUT D WDN =



Nomor Handphone Di Dunia Maya
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Nomor Kartu Kredit Di Dunia Maya

GO gle nomor credit card A Q

Q semua [ Gambar @ Berita [Jvideo O Belanja i Lainnya Setelan  Alat R Koleksi

mastercard visa vce kartu debit cimb niaga cvv american express bni standard chartered hack digibank limit aplikasi >

-«

Credit Card

jeb 1 234c b43]

0012 2456 7.
D93y 0Ty
A : CARDHOLOERNAME
six digst sssueer check diast
sd_cntifwr
Apa Sih Fungsi Nomor Kartu Kredit? Bahaya Kal SIMPLE TECH: Rahasia Credit Card Num Apa Sih Fungsi Nomor Kartu Kredit? Bahaya Kal Punya Kartu Kredit? Anda Harus Tahu Apa itu CVV

,000, 001252456 (ES5MR

BigSIvEss ¥ BNI ' - —— el R
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' ‘ 4000
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Nomor NIK Di Dunia Maya

Go gle nomor NIK B Q L
Q semua [ Gambar @ Berita [ video & Maps : Lainnya Setelan  Alat Al Koleksi SafeSearch aktif v
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Nomor Kartu Keluarga Di Dunia Maya

Google  nomorkk B Q
Q semua [ Gambar @ Berita @mMaps [ video ! Lainnya Setelan  Alat
ktp registrasi nik almizan ulfa dinas kependudukan pencatatan sipil cek dukcapill registrasi ulang
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Bahaya Share NIK dan Nomor KK Anda Dimedi

Regestrasi Prabayar

Sesud Identitas Anda




") CALL CENTER DITIJEN DUKCAPIL
Halo Dukcapll

Layanan Call Center Ditjien Dukcapil Kemendagri

: Ditjen Dukcapil @ : 08118005373

: @ccdukcapil ';\'] : 08118005373

: callcenter.kemendagri@gmail.com




REVOLUSI INDUSTRI

v
—
s

Sejarah Revolusi Industri @ P, 5.0 Personalisasi Di_masa yang akan _datang 5.0 meru_pakan_
L€ penerapan teknologi revolusi industri 4.0, namun lebih masif,
e “ dimana dalam kehidupan sehari-hari benda-benda fisik tidak
ATy — hanya dilengkapi dengan sensor, tetapi juga dipasangi
e S * ‘:‘.‘l_:'.ii:.',.‘ kecerdasan buatan sehingga dapat terjadi interaksi cerdas
< & s T wtere antara manusia dengan benda fisik
\-"0 s -1,;5
i‘;"‘f / ) Q “~. _ 4.0 Digitalisasi. Pada awal tahun 1980-an mulailah dikenal adanya Personal
SR\ . TF =

H]

1st

Mechaniration,
WA ET DO, 3 am
porer

1780

Computer, sehingga dimulailah era digitalisasi. Perubahan teknologinya
hanya memakan waktu lebih kurang 10 tahun.
m Industri 4.0 mencakup perpaduan sistem siber-fisik dengan memanfaatkan
0T (Internet on Thing), cloud computing, komputasi kognitif. Dengan
ey memanfaatkan I0T, maka dimungkinkan sebuah alat untuk berinteraksi satu
/1 Today sama lainnya, bertukar informasi, menganalisis dan memberi respons cerdas

3.0 Otomasi. Seratus tahun kemudian, barulah terjadi perubahan teknologi,
ﬂ dimana komputer ditemukan dan mulailah kegiatan produksi menggunakan
e proses otomasi yang menggunakan komputer sehingga dapat mempercepat

% 1970 proses

=] 2.0 Elektrifikasi. Setelah lebih kurang 90 tahun, baru terjadi kemajuan dalam
wmmeee. INAUSEH, dimana dapat terjadi kegiatan produksi massal di pabrik dengan model

arsermbhy b,

Sy assembly line menggunakan kekuatan listrik

1870

1.0 Mekanisasi. Pada era ini mesin uap mulai digunakan dalam kegiatan industri sebagai
sumber daya. Muncullah kapal laut yang dulunya menggunakan angin sebagai sumber
tenaganya, kemudian menggunakan mesin uap

31



PROSES MENDAPATKAN AKSES DAN PEMANFAATAN
DATA KEPENDUDUKAN



Jumlah Penduduk Jumlah KK

271,349,889 jiwa 86.437.053 jiwa L
' Laki-laki
137,119,901 jiwa A

ﬂ Perempuan
134,229,988 jiwa

F- 3 e
i 56 DATA KEPENDUDUKAN
- o | SEMESTER 11 2020 ¢

NUSA TENGGARA
5,57 %



Jumlah Perekaman

Tahun 2020
ame  Waijib KTP
'H'H‘H\ 196,394,976

QE Rekam
194,649,012 (99.11 %)

¥ - .

Target Perekaman

Belum Rekam Tahun 2021
1.745.964
s Wajib KTP |
“ﬁﬁ 200,426,767 [ Persentase ]
Rekam Menjadi
e Target Perekaman 97.12%
'ﬁ’n‘m 5,777,755

Sisa Perekaman Wajib KTP
thn 2020 Pemula
1,745,964 4,031,791




LEMBAGA PENGGUNA YANG DILAYANI

Lembaga Negara;

b. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non
Kementerian; dan

Pengguna Pusat

Badan Hukum Indonesia Pusat.

Pengguna

. . . Organisasi Perangkat Daerah Provinsi;
Daerah Provinsi

. BHI Provinsi yang tidak ada hubungan vertikal dengan BHI

' usat.
Pengguna

E:E:‘:I';ten/ . . Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota;
Kota — . BHI Kab/Kota yang tidak ada hubungan vertikal dengan BHI g

dan BHI Provinsi.




SYARAT & TATA CARA PENGAJUAN PEMBERIAN

HAK AKSES BAGI PENGGUNA PUSAT, PROVINSI & KAB/KOTA
(Sesuail Permendagri No 102 Tahun 2019)

PERMOHONAN Permohonan DITJEN Terim = Mou/PKS
CALON LP d DUKCAPIL a Implementasi
PUSAT

I Juknis

—— ——

T

Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

1
1
1
1
1
1
' Melalui Direktorat Jenderal
1
1
1
1
1

Surat Penolakan

—

~—_———— -

- — e o . . — —— —— —— —  — —— —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

- ————

o — — — — — — e e e

Provinsi (Paragraf Il Psl 11)

— Diteruskan
Melalui Dinas Kependudukan | d DITIEN Mou/PKS POC dan
dan Pencatatan Sipil Provinsi ‘ CALON LP > 2 Implementasi
i DAERAH Dgn DUKCAPIL Jukni Akses
Penjelasan KIS

Tola

- ——

Surat Penolakan

N e




PERSETUJUAN PEMBERIAN HAK AKSES

ENTITASTUNGGA
L PEMEGANG
HAK AKSES

Psl 79 (2) jo. Psl 86 (1)
UuU 24/2013

MENTERI DALAM NEGERI
MENDELEGASIKAN




PENDANAAN DAN PELAPORAN
(Sesual Permendagri No 102 Tahun 2019)

* Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan pada
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dibebankan pada APBN.

* Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan pada

Disdukcapil Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi.

* Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan pada
Disdukcapil Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD
Kabupaten/Kota.

* Pendanaan Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
untuk kebutuhan Pengguna dibebankan pada Anggaran

Pengguna.

Pengguna daerah Kabupaten/Kota wajib melaporkan
pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan kepada

Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pengguna daerah Provinsi wajib melaporkan pelaksanaan

pemanfaatan Data Kependudukan kepada Disdukcapil Provinsi.

Pengguna pusat wajib melaporkan pelaksanaan pemanfaatan
Data Kependudukan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pelaporan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan se

berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni

Desember atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

\

o i



SANKSI

Masa Berlaku PKS Telah Habis”

1. Bagi Pengguna yg menyebarluaskan data kependudukan yg tdk sesuai
kewenangannya, dikenai sanksi pidana

1. Bagi Pengguna yg melakukan Pelanggaran ketentuan menggunakan data
kependudukan melampaui batas kewenangan atau menjadikan data
kependudukan sebagai bahan informasi public sebelum mendapat
persetujuan dari Menteri, dikenai sanksi administratif berupa:

3. Sanksi Administratif Permendagri 102 /2019 Pasal 45

Pengguna yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 7 huruf |, Pasal 24 ayat
(5), Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 40, dikenakan sanksi
administratif dalam bentuk.

Salah satu KEWAJIBAN Lembaga Pengguna yg telah diberikan hak akses, adalah:
“Menjamin Kerahasiaan, Keutuhan Serta Tidak Melakukan Penyimpanan Data Kependudukan
Yang Telah Diakses Dari Pihak Kesatu Dan Tidak Meberikan Data Kepada Pihak Lain Walau

Pasal 95A UU 24/2013

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data
Kependudukan Dan Data Pribadi dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah).




PEMANFAATAN DATA

K/L Sudah
Menandatangani MoU

3.470

TOTAL PKS PUSAT DAN
DAERAH

2.166

Lembaga Pengguna Pusat
Yang Telah Melakukan
Penandatangan PKS

Jumlah Akses Data
Kependudukan oleh Lembaga
Pengguna Sebanyak

6,249,237,182 NIK
(14 Juni 2021)

Card Reader
1.060

1.253

1 .3 04 Pengguna Pusat Terkoneksi ke DWH
OPD yang telah melakukan Ditjen Dukcapil (Lembaga Pengguna)
TTD PKS 50.740 Unlt

669 Pengguna

dari 183 Prov/Kab/Kota
Terkoneksi dg DWH terpusat

menggunakan DWH terpusat Pusat: 833 Lembaga, 48.313 unit

Daerah : 227 Lembaga, 2.427 Unit




Dasar Hukum Data
Balikan

Menteri berhak mendapatkan data balikan setelah hak akses
diberikan kepada pengguna dan/atau dimanfaatkan oleh
pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



DATA BALIKAN

Adalah Kode unik (elemen data yang tidak ada dalam elemen data
kependudukan) dari lembaga pengguna yang sudah tertuang dalam PKS dan
Juknis dan wajib disampaikan kepada Ditjen Dukcapil guna melengkapi data
base kependudukan (Big Data).

(ca)

v@{{{//////ﬂ

No HP

RUMAH SAKIT +

No. Objek oooo
Pajak 388laoos

No. Rekam medis

NIK

Nomor
kendaraan

No. Bansos

NO. SIM




u Dashboard Web Service

Dashboard Chart Dashboard Ditta Dashboard Re

JUMLAH AKSES LINTAS INSTANSI

TELKOMSEL

692,010

BANK BRI

132,160

BANK BCA

43,987

KEMENAKER

26,008

ADIRA FINANCE

9,641

rodicas

INDOSAT SELULAR

515,291

KEMENKES

77,034

KORLANTAS POLRI

34,362

BANK MEGA

18,227

BRI SYARIAH

10,230

METODE AKSES WEB SERVICE

BPJS KESEHATAN

296,425

HUTCHINSON 3 SELULAR

68,016

BPJS KETENAGAKERJAAN

41,456

BANK BNI

15,173

BANK BTN

7,112

Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipd

"
g Mew ¢ G Lopged as Nurtest

22 Mar 2018 17:12:06 Wig  Mekap Data 1 Minggu Terakhir

|
XL SELULAR
218,325
BPN é . 000 4 v : \
45,999 g
SMARTFREN
35’991 ‘lth)‘p Perngkat Akses
: -
BANK MANDIRI Ll T
12,129 § |
B 240 b
TASPEN s | "m FE—
5,461 f 'T.“.,Q*g“**.%
. |

 Bagi Pengguna yang telah

mendapatkan hak akses
data kependudukan
melalui web service, dapat
dilanjutkan dengan
notifikasi  “sesuai“ atau
“tidak sesuai” (sudah
diterapkan di beberapa
lembaga)

 Akses secara manual

(operator) atau otomatis
mesin



MANFAAT PEMANFAATAN DATA ~
BAGI PELAYANAN PUBLIK

o

y

PEMANFAATAN
BAGI PEMBERI LAYANAN DAN DATA
PENERIMA LAYANAN PUBLIK KEPENDUDUK

SHARING
MEMBANGU

iRy
; q:gs‘ﬁftwaresea IC
Sk

Fis
E—H

RELIABLE

REPORTS| »







BIG DATA

BIG DATA INI ADALAH DATA YANG LEBIH BESAR,

KUMPULAN DATANYA LEBIH KOMPLEKS, TERUTAMA DARI
SUMBER DATA BARU.

KUMPULAN DATA INI TERBILANG SANGAT PRODUKTIF
SEHINGGA SOFTWARE (PERANGKAT LUNAK) PENGOLAH
DATA TRADISIONAL TIDAK DAPAT MENGELOLANYA.

VOLUME DATA YANG SANGAT BESAR INI DAPAT
DIGUNAKAN UNTUK MENGATASI MASALAH BISNIS YANG
TIDAK DAPAT DIATASI SEBELUMNYA

(DOUG LANEY, 2001)




CONTOH
BIG DATA y

» Seluruh status dan daftar gambar & video di media sosial e :
(Pengguna Facebook saja lebih dari 2,23 miliar orang, belum lagi

Twitter, Instagram, dan media sosial lainynya). _— \‘ .

» Informasi yang Google dapatkan seperti g_quar seﬂ)\ruéhnjips y’:ng
ada di dunia, pengguna Android, dan/ ran )Qa ggunakan
layanan Google lainnya |

» Indonesia yang mulai menerapkan E- TP/fﬁntu M\enyimpqn seluruh
informasi penduduk ke dalam komputer. Serta dciia pengguna

telpon seluler yang terus ditambahkan. } / -
» Informasi belanja online seperti di Lazada, fokopedia, Bukalapak,
dan lain-lain. \
 —l
N
4 v



Contoh pemanfaatan big data

» Perusahaan ritel dapat menggunakan informasi

dari social media seperti Facebook, Twitter,
Instagram, untuk menganalisis bagaimana
perilaku, persepsi pelanggan terhadap suatu
roduk atau brand dari perusahan.

an menggun n tools untuk pengambilan
ata pengo n datanya, misalnya dengan
menggufiakan software Gephi, Python, Netlytics,
NiFi, dan Tableau.




DATA BALIKAN YANG MEMBANGUN BIG DATA

Kementerian

Lembaga Negara non Kementerian Uang Elekironik / Dompet Elekironik
Penegak Hukum Tanda Tangan Elektronik

Bank Penyedia Jasa Gadai

Pasar Modal Pengiriman Uang

Seluler Jasa Kesehatan

Pemerintah Provinsi/Kab/kota Platform Bersama

Pendidikan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
Asuransi Pinjam meminjam berbasis Tl
Pembiayaan Amil Zakat

Koperasi Lembaga Lainnya
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PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DALAM
RANGKA AKSES DWH ( DATA WEREHOUSE ) TERPUSAT

Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KEMENDAGRI



MEKANISME PENGIRIMAN DATA BALIKAN
DARI LEMBAGA PENGGUNA



Dasar Hukum Data Balikan

Menteri berhak
mendapatkan data balikan
setelah hak akses diberikan
kepada pengguna dan/atau
dimanfaatkan oleh
pengguna sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(1) Pengguna Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2), wajib memberikan Data Balikan kepada Direktorat
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan
huruf d, dan Pasal 4 ayat (5) huruf b dan huruf c, wajib
memberikan Data Balikan kepada Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(3) Data Balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), diberikan melalui aplikasi Data Balikan yang terintegrasi
dengan sistem Data Warehouse yang disediakan oleh

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



data yang Dbersifat unik dari masing-masing lembaga
Pengguna yang telah melakukan akses Data Kependudukan.

Nomor ﬁ
kendaraa

N

Oy

No Pesesta




PENYAMPAIAN DATA BALIKAN

P~

y

Y,
X B

pengiriman data balikan dengan meng
upload file data balikan melalui aplikasi

web service data balikan Ditjen Dukcapil. pengiriman data balikan dengan

melalui metode web service yang
dikembangkan oleh lembaga
pengguna.



LEMBAGA
PENGGUNA

SETING
PARAMETER

DOWNLOAD

UPLOAD

DASHBOARD

AP| DATA
BALIKAN
(VPN)

http://172.16.160.31/
databalikan/

PARAMETER
SESUAI DENGAN
DATA BALIKAN
LEMBAGA
PENGGUNA

DOWNLOAD
FORMAT
EXCEL /CSV
YANG
SUDAH DI
SETING

ISI| FORMAT
EXCEL YANG
SUDAH DI
DOWNLOAD

PILIIH FILE

Verifikas

D e ———

A 4

MONITOR DATA
YANG SUDAH DI
UPLOAD DAN
DATA TERAKHIR
DI UPLOAD



http://172.16.160.31/databalikan/

LEMBAGA
PENGGUNA

SETING
PARAMETER

MENGIRIM
DATA

PENGEMBANG
AN APLIKASI
DATA BALIKAN

Get
Parameter

http//:16.160.31/
\Databalikanapi/
getparam

I

1

a

Bearer (Token)

A

NIK
Id_lembaga
Nama_lembag
Parameter

SUKSES/
GAGAL



4 (EMPAT) METODE PENGIRIMAN DATA PADA
APLIKASI DATA BALIKAN

1. Metode Excel dan CSV;
2. Metode Form Online;

3. Metode Web Service.



LOGIN ADMIN
PADA APLIKASI DATA BALIKAN

DIREKTORAT JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021



FORM LOGIN
ﬁwmwmun x

& ) locathost 2080/ login c || Q Search w B $ &f# © O B EB =

Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri

e

&
NTERIAN DALAMNES

MASUK

Aplikasi Data Balikan v.1.0



FORM HOME ADMIN

& ADMINISTRATOR ~

Dashboard Panel

KANTOR PUSAT v m
189.051 1.187.911.861

Data Hari Ini Total Data Upload

More info © More info © i More info ©

Ll Total Data Balikan Per 7 Hari € Sumber Data Balikan Per 7 hari
Tidak Ada Data Yang Ditemukan Tidak Ada Data Yang Ditemukan
& Top 10 Lembaga Pengguna #2 10 Lembaga Terakhir Kirim
il TELKOMSEL P=Eas Lembaga Pengguna
11 XL AXIATA PT. PRIVY IDENTITAS DIGITAL
11 INDOSAT PR PT. HOME CREDIT
i1 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS KESEHATAN ) EZZoEa PT. ASURANSI CAPITAL LIFE SYARIAH

1} SMARTFREN PO PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH. TBK

I} HUTCHINSON 3 gy PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ASTRA CREDIT COMPANY)

i} DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN Rl P2 PT. PHILIP SECURITIES INDONESIA

{1 BANK BTPN gy PT. SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA

1 BANK DANAMON PT. CIMB NIAGAAUTO FINANCE

! PT BANK CENTRAL ASIA (BCA) TBK Xz PT BRI AGRONIAGA

PT. AKULAKU FINANCE INDONESIA

Terakhir kirim

2020-08-13 20:36:44

2020-08-13 20:32:02

2020.08-13 20:23:43

2020-08-13 20:25:59

2020-08-13 20:24.07

2020.08-13 20:06.50

2020-08-13 19:29:20

2020-08-13 19:25:24

2020-08-13 19:07:14

2020-08-13 17:54:13



DASHBOARD MONITORING INSTANSI

PT. TELEKOMUNIKAS]I SELULAR (TELKOMSEL)

419.055.736

Teraldhir : 0l Mar 2021 00:00

PT SMARTFREN TELECOM, TBK

107.817.891

Tarabdhir : 0l Mar 2021 00:00

UNIVERSITAS TERBUKA

10.870.944

Terakhir : 08 Oct 2020 1355

PT. PEGADAIAN (PERSERQ)

8.606.879

Terakher : 26 Jan 2021 06:13

Total Data Balikan : 1.500.089.659 Data (879 Lembaga)

Lembaga :

PT. XL AXIATA, TBK

290.241.042

Terakhir - 04 Mar 2021 00:00

PT. HUTCHINSON 3 INDONE SIA

98.702.823

Terakhir - 04 Mar 2021 00:00

PT. BANK BTPN, TBK

10.024.222
Terakhir : 11 Feb 2021 23.02
lo_Liat Statistik.,

B Lihat Detail,

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSEROQ), TBK (BTN)

8.590.010

Terakhir : 11 Feb 2021 20:45

PT. INDOSAT TBK

220.875.060

Tarakchir : 04 Mar 2021 00:00

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN
KEUANGAN RI

33.227.077

Terakhir | 30 Sep 2020 0903
= _Lihat Statistik
5 Lihat Detail

PT. BANK DANAMON INDNESIA, TBK

9.451.428
Terakhir ; 09 Feb 2021 16:05
—

PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE

5.521.443

Terakchir : 13 Jan 2021 15:57

& ADMINISTRATOR -

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN (BPJS KESEHATAN)

174.097.938

Terakhir : 08 Auwg 2019 05:00
Lo*_ Litat Statistil
i85 Lihat Detail

PT. AKULAKU FINANCE INDONESIA

11.416.313
Terakhir : 12 Feb 2021 10:56
. o
Lt Dl

PT. BANK CENTRAL ASIA TBK (BCA)

9.302.804
Terakhir : 12 Feb 2021 01:23
o _Lihat Statistik_

S Lihat Detail,

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERQ) TBK (BNI)

5.143.534

Terakhir | 22 Jul 2020 08:00




FORM PENCARIAN NIK

TIKEMENDAGRI

- Pilih Jenis Pencarian -




CONTOH HASIL PENCARIAN NIK PENDUDUK

7 | REMERDAGR & EDWMIEETRATDR »

PROPINSI DRl JAKARTA

.....

ADE IRANARN L L L)

Akl

M0 HAMA LEMBAGA DATA BALKAN



5 Mot secure | 172.16.160.31

= KEMENDAGRI

Create

FORM LIST LEMBAGA

Home Dashboard Data Penduduk

List Data Lembaga

MNo

10

11

12

13

ID Lembaga
070107
070108
070109
070110
070111
070112
070113
070114
070115
070116
070117
070118

070119

Nama Lembaga

PT.

PT.

PT.

PT.

PT.

PT.

PT.

PT.

PT.

PT.

PT.

PT.

PT.

BPR NATASHA BINTANG ANUGRAH

BPR NUSAMBA BANGUNTAPAN

BPR NUSAMBA TEMOM

BPR SHINTA DAYA

BPR SHINTA PUTRA PENGASIH

BPR UNIVERSITAS GADJAH MADA

BPR KARANGWARU PRATAMA

BPR PROFIDANA PARAMITRA

BPR ARTA PUNDI MEKAR

BPR ARTADAMAS MANMNDIRI

BPR ASRI CIKUPA KARYA

BPR BANTORU PERINTIS

BPR BINA DANA SWADAYA

Data Lembaga

User Akses Log System

Jenis Lembaga

BANK PERKREDITAN
BANK PERKREDITAM
BAMNK PERKREDITAN
BANK PERKREDITAN
BANK PERKREDITAN
BAMNK PERKREDITAM
BAMNK PERKREDITAM
BANK PERKREDITAN
BANK PERKREDITAN
BAMK PERKREDITAM
BANK PERKREDITAN
BANK PERKREDITAM

BANK PERKREDITAN

RAKYAT

RAKNYAT

RAKYAT

RAKNYAT

RAKNYAT

RAKYAT

RAKYAT

RAKNYAT

RAKYAT

RAKYAT

RAKYAT

RAKNYAT

RAKYAT

Admin -



FORM LIST USER ACCOUNT

& Notsecure  172.16.160.31/databalikan/users

- KEMENDAGRI

Tambah User

List User Account

MNo

Iser

Admin

070007

070041

040001

040011

040012

040013

Home Dashboard Data Penduduk

Nama User

Administrator

BANK PERMATA

BANK BPD DIY

PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE

PT. BANK KEB HANA INDOMNESIA

PT. BANK BECA SYARIAH

PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE

Data Lembaga User Akses

Action

Password

Password

Password

Password

Password

Password

Password
Hapus

Token WS

Token WS

Token WS

Token WS

Token WS

Token WS

Token WS

Log System

Admin -



LOGIN LEMBAGA PENGGUNA
PADA APLIKASI DATA BALIKAN

DIREKTORAT JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021



FORM LOGIN
ﬁwmwmun x

& ) locathost 2080/ login c || Q Search w B $ &f# © O B EB =

Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri

MASUK

Aplikasi Data Balikan v.1.0



FORM MENU UTAMA

#)| Kemendagri

& DUKCAPIL GO DIGITAL ~

Dashboard Panel

0 L 1

Data Hari Ini Total Data Upload Akun User Sistem

More info © More info ©

lml Total Data Balikan Per 7 Hari € Sumber Data Balikan Per 7 hari

Tidak Ada Data Yang Ditemukan Tidak Ada Data Yang Ditemukan



FORM MENU SETING PARAMETER

«— & G) 172.16.160.31/databalikan/editParameter 80% e g

Setung Data Balikan

P1. DUKCAPIL GO DIGITAL

ita Balikan 1 NO_CIF Remove

Menu ini gunakan Ilembaga untuk menambahkan parameter data balikan
untuk menambahkan parameter tekan button [+] kemudian tekan button [submit]



FORM MENU DOWNLOAD
TEMPLET UPLOAD DATA EXCEL

s cC @ ® 172.16.160.31/databalikan/editParamet 80% e @ % Q. Sea

* | KEMENDAGRI

Setting Data Balikan
Opening format_upload.xls >

PT DUKCAPIlL (G() Youhave chosen to open:
“ | format_upload.xls

which is: Microsoft Excel 97-2003 Worksheet (4.0 KB)
from: http//172.16.160.31

What should Firefox do with this file?
(@ Open wutﬁ Microsoft Excel (default)

(_Save File

[ |1 Do this automatically for files like this from now on.

2K Cancel

Menu ini gunakan lembaga untuk melakukan upload data balikan dalam bentuk excel, tekan button
[Download from excel] untuk mengunduh template format excel data balikan, tekan button [Browse] untuk
upload dokumen template format excel data balikan, kemudian menekan button [Import File]



FORM MENU DOWNLOAD
TEMPLET UPLOAD DATA CSV

< cC o @ 172.16.160.31/databalikan/editParameter 80% e & ¥ Q_ Search

= | keMENDAGRI

Setting Data Balikan = —
Opening file.csv X

PT. DUKCAPIL GQ You have chosen to open:
“h) file.csv
which is: Microsoft Excel Comma Separated Values File (11 bytes)

NIK from: http://172.16.160.31

What should Firefox do with this file?
Data Balikan 1 @Qpen wnth Microsoft Excel (default) ~

() Save File

[ ] Do this automatically for files like this from now on.

OK Cancel

Menu ini gunakan lembaga untuk melakukan upload data balikan dalam bentuk excel, tekan button
[Download from excel] untuk mengunduh template format excel data balikan, tekan button [Browse] untuk
upload dokumen template format excel data balikan, kemudian menekan button [Import File]



FORM TEMPLET UPLOAD DATA EXCEL

format_up

= - - -

Home Insert Page Layout Formulas Data Rewview Wiew

e

1l

T b Cut Calibri 11 LA AT = =[] - = Wrap Text
=" CO -
F’afte _j F:::rl':'r:at ST B I U~ | i~ v~ A~ = EEF  |[za3 Merge & Center ~
Clipboard Font Alignment
NS - | Mo
A B C D E
1 NIK NO CIF
2
3
A
5
=1
i
=
=
10

11



MENU ENTRY FORM ONLINE

< G © () 172.16.160.31/databalikan/form 80% ooe o Sear

® | KEMENDAGRI

Form Input Data Balikan

PT. DUKCAPIL GO DIGITAL

MIK

NO_CIF

Menu ini digunakan lembaga untuk form input data balikan secara online lembaga mengisi data balikan sesuai dengan
parameter yang sudah di buat, kemudian tekan button [Submit] untuk menyimpan data balikan



MENU UPLOAD DATA BALIKAN

< C ® @ 172.16.160.31/databalikan/upload 80% oo v

® | KEMENDAGRI

Upload Data Balikan

PT. DUKCAPIL GO DIGITAL

Jenis File - Pilih Jenis Upload - d
- Piih Jenis Upload -

Upload File File Excel
File CSV

Menu ini digunakan lembaga untuk UPLOAD FILE data balikan baik menggunakan EXCEL dan CSV dalam pengiriman
data Ke Ditjen Dukcapil



MENU KIRIM MELALUI WEB SERVICES

< G @ @ 172.16.160.31/lembaga/admin/parameter?i=030848 80% cee r

Web Service

¥ Form Input Parameter

@ Web Services
Parameter

i Backto Home .
Url Web Services (Get Param)

http:/f172.16.160.31 /databalikan/fapi/getparam_bvylembaga

UrlWeb Services (Post)

http:/f172.16.160.231 /databalikan/fapi/store

Kode Lembaga

020848

User Login

PT. DUKCAPIL GO DIGITAL

Token

Token API

Menu ini digunakan lembaga untuk form input data balikan secara web services lembaga mengisi data balikan sesuai
dengan parameter yang sudah di buat,


http://seting_webservice.txt

Gyl
ey, .
ENTERIAN DALMY

Kemba

XXXXXXXXXXXXX
NO NAMA LEMBAGA DATA BALIKAN






.
o PEMANFANTAN DOKUMIEN KiP-EL
[ MIELALUI CARD [READIER

Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan




Jumlah Penduduk Jumlah KK

271,349,889 jiwa 86.437.053 jiwa
’ Laki-laki
137,119,901 jiwa

PENDUDUK
TERBESAR KE

134,229,988 jiwa

KALIMANTA SULAWE

9143 %

v‘i S
JAWA V) "’

55,94 % - ’ BALI &

NUSA
SENGGARA

SUMATERA
21,73 %

DATA KEPENDUDUKAN
SEMESTER Il 2020 g
30 Des 2020



FILOSOFI ADMINDUK

Unsur Berdirinya Suatu Negara

Penduduk Wilayah

Pengakuan

P intah
emerintahan Negara Lain

| TUGAS NEGARA |

Memberikan perlindungan hukum kepada
seluruh WNI Penduduk Indonesia dengan
memberikan Dokumen Kependudukan secara
Mudah, Cepat, Akurat, Lengkap dan Gratis.

Negara harus hadir sampai ke pintu pintu

rumah untuk memberikan pelayanan

administrasi kependudukan. PELAYANAN
*YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYAT

DINAMIKA DUA VARIABEL
POKOK DALAM ADMINDUK :

1. HARAPAN MASYARAKAT
MENINGKAT
2. TEKNOLOGI
BERKEMBANG PESAT

TUJUAN ADMINDUK

. Memberikan Identitas Penduduk

. Memberikan Kepastian Hukum

. Menyediakan Satu Data Kependudukan
. Integrasi dan Koneksi Data K/L dan
Swasta




KONSEPSI DAN LINGKUP

ADMINDUK

PENDAFTARAN PENDUDUK ‘

v

PELAPORAN PERISTIWA

'

PENCATATAN SIPIL

4

PENCATATAN ATAS

PENCATATAN ATAS - PELAPORAN PERISTIWA PENTING
KEPENDUDUKAN

4

Penerhitan NIK
Perubahan alamat:
Pindat dlm Wil Indonesia

PEMUTAKHIRAN
BIODATA

0 Kelahlran

Pindat Antar negara; + Pem talan Perceraian
Penddk Pelintas batas; 3
Pendataan Penduduk ' PengangkalanAnak
Rentan Adminduk: DATA/INFODUK + Pengakuan Anak;
Pelaporan pddk g tdk ' - Pengesl?m?\l:"maak
AL e AICaE Status K Kewaganegaraan;
SIAK enting lainnya;
| ran pddk va tdk mampu melapor

sendiri J—
PENERBITAN

Pemantaatan data

mpt‘e\hbanguna

PENERBITAN AKTA/

PEMBUATAN CATATAN PINGGIR

@D& fo) Pelayanan Adminduk

DOKUMEN KEPENDUDUKAN
(24 Dokumen)

1. Biodata Penduduk 14
2. Kartu Keluarga 15
4, KIA

5.  SuKet. Pindah 17
6.  SuKet. Pindah Datang 18
7.  SuKet. Pindah Ke Luar Negeri 19
8.  SuKet Datang dari Luar Negeri 20
9.  SuKet Tempat Tinggal 21
10. SuKet. Kelahiran 22
11. SuKet. Lahir Mati 23
12. SuKet. Pembatalan Perkawinan 24

13. SuKet. Pembatalan Perceraian

DATA KEPENDUDUKAN
(Pasal 58 UU 24/2013)

. SuKet. Kematian
. SuKet. Pengangkatan Anak
. SuKet. Pelepasan Kewarganegaraan

Indonesia

. SuKet. Pengganti Tanda Identitas
. SuKet. Pencatatan Sipil

. Akta Kelahiran

. Akta Kematian

. Akta Perkawinan

. Akta Perceraian

. Akta Pengakuan Anak

. Akta Pengesahan Anak

1. Data Perseorangan (31 elemen data)

2. Data Agregat



UU 23/2006 Indonesia bercita-cita membangun satu data kependudukan
Jo UV 24/2013

Kebijakan 1 Data

Kependudukan Menggunakan NIK untuk seluruh transaksi (Single

Identity Number)

Sifat NIK Unik, Khas, Tunggal, dan Melekat

Dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat
tanah dan dokumen identitas lainnya

Pasal 13 UU 23/2006




RUANG LINGKUP RUJUKAN

DASAR HUKUM UTAMA ADMINDUK
.
Cbesalse7s  Pamlis pesalss

UU No. 23/ 2006, tentang : hak dan tentang : Hak dan | tentang : Pemanfaatan

Psl 5,6,7,8,13 & 83 Kewajiban Pemerintah Kewajiban Penduduk Data Kependudukan
Pusat dan Daerah

resaissayats
Dipergunakan : tentang
UU No. 24/ 2013; 1. Lay. Publik Perlindungan &
Ps| 58 Ayat 4 & Ps| 79 2. Perc. Pembngunan Kerahasiaan
3. Alokasi Anggaran Data & Dokumen
4. Pembngunan demokrasi Kependudukan

5. Pngkan Hkm & Pcgh Krimnl

Menteri memberikan hak akses Pemberian Hak Akses

PP No. 40/2019
yg terdiri: untuk pemanfaatan:

Psl 10 Ayat 1 & 3 1.  Kementerian; a) Data Kependudukan; dan
2. Lembaga; dan b)  KTP-el

3. BHI

Perubahan Atas PMDN 38/2009 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat
PMDN 6/2011 Lunak dan Blangko KTP Berbasis NIK Secara Nasional

PMDN 102/2019 Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
PMDN 75/2020 PERANGKAT PEMBACA DAN PENULIS SERTA PERANGKAT PEMBACA KTP-el




Personalisasi KTP-el Pusat (2011-2014)

1

KMS Pusat Sistem Perso

Data Center

Mesin Personalisasi

Biro Personalisasi

- Plain Data All Perso Script
- Encrypted - Plain Data (Demographic, Tanda Tangan & Photo)
C0 Refon




POLA PREPERSONALISASI (BLANGKO) DAN PERSONALISASI (CETAK) KTP-EL
PADA PERIODE PENCETAKAN MASSAL (2011-2014)

R -

Server Database e-

Kecamatan

LJ

=
Server Database
Ajudikator Kependudukan Nasional

Biro Personalisasi A

BIRO PERSO A-B BERTINDAK SEBAGAI
UNIT PREPERSO/CETAK BLANGKO KTP-
EL DAN SEKALIGUS MEMASUKKAN
DATA DARI CARD MANAGEMENT
SYSTEM (CMS) KE DALAM BLANGKO
KTP-EL MENJADI DOKUMEN KTP-EL
STATUS CARD_PRINTED.

KEY LANGSUNG DIBERIKAN OLEH ‘KMS
A’ KEPADA MESIN PERSO A (1 & 2) DAN
‘KMS B’ KEPADA MESIN PERSOB (1 & 2)

Biro Personalisasi B




POLA PREPERSONALISASI (BLANGKO) KTP-EL DAN PERSONALISASI (CETAK)
KTP-EL PADA PERIODE PENCETAKAN REGIONAL (2014-skrg)

Server DatabaseKTP-el
Penduduk Petugas Kecamatan
Perekaman

— ®<@®g ®l

@ |

Ajudikator

FUNGSI BIRO PERSO A-B DIGANTIKAN

OLEH KTP-EL,

BERTINDAK SEBAGAI UNIT PREPERSO BLANGK — =

(CETAK) BLANGKO KTP-EL. B =

FUNGSI KMS A-B DIGANTIKAN KMS \F’iy S i DU
BLANGKO KTP-EL.

KEY DIBERIKAN OLEH KMS BLANGKO

KTP-EL SETIAP REQUEST KEY DARI

KTP-EL.
KMS A-B = KMS BLANGKO KTP-EL




Data Center ALUR KMS ANTARA BLANGKO KTP-EL DAN KARTU SAM

| | o000 0000 00
| | Chip (NXE Netie) Yo oBlgngfo KTP
i Prepfrsonalisasi REPUBLIK INDONESIA
D))z —_— — o 0 0 0 00 3
I Key Ceremony ‘ Blangko KTP-el < Data Field (DF) %
/- W6 o o0 @
I — Element Field
I Server File ; : ::—::[ Server File : : :‘% I (EF)
Program ] Program o
I I iy I =
I PRI T I B I I
I ¢ " e
I I Data Field V . . Element Field
I Personalisa | D D [I D e 0 -ﬁ H ]
Si I /8 & @
I SAM I Krplel r8 Izb ferpur(al < zkg
I ® 00 0 0 0 BL e
| .
— P — — .
Kartu SAM .
L ]
gl s —— = Distrily sl ol e e S L = -_/___' .....
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Penduduk
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CARD READER ATAU CARD ENCODER???

PERMENDAGRI 34 2014 PERMENDAGRI 76 2020




Personal Con'pputer atau \\
Perangkat Kompiitasi Eksternal \\

(Opsiolhal)

&,

Printer
{Opsional)

Contoh Card

Reader

Perangkat Komputasi dan Aplikasi
Pembaca KTP-el (embedded)

Card Reader yang terdiri dari perangkat keras dan
perangkat lunak terintegrasi menjadi sebuah perangkat
pembaca KTP-el yang mandiri tanpa harus terhubung
dengan perangkat komputer, yang dapat diterapkan
pada pelayanan publik di instansi pemerintah,
pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta
yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada
perizinan, usaha, perdagangan, jasa perbankan,
asuransi, perpajakan dan pertanahan




Penggunaan Perangkat Pembaca KTP-el (Card Reader)

NO NAMA LEMBAGA jEE“:nL::F'ZEAATﬁT NO NAMA LEMBAGA J;JI:\"'V'L::F'ZE:T'ZT:
1 [BNI 46 (PUSAT & CABANG) 10,706 | 11 |TELKOMSEL 762
2 [BCA 10,289 | 12 |BPD JAWA BARAT BANTEN 524
3 |HOME CREDIT 5,496 | 13 |BANK MAYBANK 493
4 |DIVISI TI POLRI 2,727 | 14 |DITJEN PAJAK - KEMENKEU 396
5 |BAINTELKAM POLRI 1,687 | 15 |DINAS DUKCAPIL DKI JAKARTA 385
6 |PT. ADIRA DM FINANCE 1,503 | 16 |ASDP FERRY INDONESIA 272
7 |DITIEN AHU KEMENKUMHAM 999 | 17 |BPJS KETENAGAKERIAAN 309
8 |KORLANTAS POLRI 1,459 | 18 |DINAS PMD KABUPATEN PEMALANG 211
9 |BARESKRIM POLRI (PUSINAFIS) 1,314 | 19 |BPR SURYA YUDHAKENCANA 101
10 [BANK MANDIRI 689 | 20 |PT.PRIVY IDENTITAS DIGITAL 47

21 |LEMBAGA PENGGUNA LAINNYA

Lembaga Pengguna Total: 1.573, Jumlah Card Reader: 52.309 unit
* Lembaga Pengguna Pusat: 1.347, Jumlah Card Reader: 49.571
* Lembaga Pengguna Daerah: 230, Jumlah Card Reader: 2.7 44




PEMANFAATAN CARD READER (PMDN 102/2019)

Pasal 23
Pasal 7

) a Perjanjian Kerja Sama PUSAT.
‘Pasal 11
4
Perjanjian Kerja Sama

PROVINSI.

Pengadaan secara Mandiki
B

Pasal 21

Pasal 25 k \

Dapat diintregasikan dengan
webservice

huruf a

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama
KAB./KOTA.




FUNGSI CARD READER (PMDN 102/2019) - FUNGSI CARD READER (PMDN 76/2020)

Card Reader memiliki fungsi untuk;

1. memastikan KTP-gl diterbitkan oleh Satuan Kerja Pelaksana yang berlaku i
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

\ VERIIKASI DATA 2. memastikan data Penduduk yang dibaca dari cip KTP-el merupakan data
yang benar dan sah;

3. membantu otentikasi visual keabsahan data yang tercetak pada KTP-¢l;

U 4, memastikan keabsahan kepemilikan KTP-gl dengan memanfaatkan kode
keamanan untuk menjamin dokumen kependudukan merupakan milik
orang yang bersangkutan dengan metode verifikasi Sidik Jari secara
elektronik: dan

5. memastikan data Penduduk dari cip KTP-el dapat diakses dan ditampilkan.

LOGIKA GELANG/TIKET AKSES MASUK

PASALY

DETEKSI KEASLIAN CIP KTP-EL

AUTOFILLED FORMULIR

PASAL 26




PROVINSI SUMATERA UTARA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DITEMUKAN KTP-el PALSU DI BEBERAPA DAERAH NIK  : 1207112303850001

Nama EDI SAHPUTRA

Tempat/Tgl Lahir : MEDAN JOHOR, 23-03-1985 A
Jonis Kelamin S LAKI-LAKI Gol. Darah
Alamat KELAPA BAJOHOM -
RT/RW £ 000/000 o
KelDesa I KELAPA BAJOHOM
Kecamatan : SERBAJAI
gama ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN : . _—
Pekerjfaan WIRASWASTA SERDANG BEDA

Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga SEUMUR HIDUP

f,/v'

PROVINS| SUMATERA UTARA
KABUPATEN DELI SERDANG

NIK : LenD?7u92303850009

Nama EDI SAHPUTRA
TempatTgiLahw  MEDAN JOHOR, 23-03-1985

Jons Ke@mn LAKILAKI Gol. Darah :-
Ammat DUSUN v
RTRW

KevDesa PULAU TAGOR BARU
Kecamatan  GALANG
[l

N

Status Peawman KAWIN
Pexerman WIRASWASTA DELI SERDANG
Kewarganegaraan: WNI 03-07-2015
Bertau Hingga SEUMUR HIDUP

PROVINSI SUMATERA UT,
KABUPATEN SERDANG BEI;ARGAAI

1207192303850009

BEDAGA!

SEADANG
):-:’:'"

23-03-1/
.nl.ﬂ#ﬁ e

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA BARAT

NIK * 3x73042305s90008

Para LS DL CIUNG

TompenlTol Latir - SINGRAWANG, 23061965

e Kt AL AR Gt Daents

Asarros

M PEDONGKELAN.
D 201 013
HokDona e

Kecarmatin

BOREL

CENCRCAREING.
S OHA
AR

Agamna
Seation Perkamernsn: K
Fokeraan

Fmarareg A -
Bloriata: Mngos - SELRUR HIDUS

 PROVINSI DKi JAKARTA
JAKARTA BARAT y ’

NIK : 3n73032103740002 RAT JENDERAL PAJAK

NPWP - 09.670.975.3-037.000

SIOLA KINARDI SANTOSO

NIK - 3173032103740002

JL KEAMANAN 53 RT 001 RW 007
~AGUNGAN.TAMAN SARL
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

KPP PRATAMA JAKARTA TAMAN SARL D1 ia J

PROVINSI DKI JAKARTA
A PUSAT

31.71.08071181000Y4%

=
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
0.452.103.7-024.000
1080711810004




./ [WWW.

PROSES PERSONALISASI KARTU
SAM DAN AKTIVASI CARD READER

* APLIKASI S| FILMA (sifilma.Kemendagri.go.id)

e\ | KEMENTERIAN DALAM NEGERI
’ REPUBLIK INDONESIA HOME ~ TENTANGKAMI ~ BUSINESSFLOW  KONTAKKAMI

=

SI-FILMA

Selamat datang ke Sistem Informasi File Manifest Management.
Sistem Aplikasi Pelayanan Personalisasi Kartu SAM.,|

.mozilla.org/id/firefox/central/




petunjuk singkat terkait permintaan file konfigurasi dinas dukcapil kab kota (fungsi RW / R - reader duali DE620L)

d tahap 1 : SAM — PERSONALISASI

. 7 link : https:/sifilma.kemendagri.go.id/sam

. 7 user password dkps kab kota

. > OTP (mohon kontak admin - 081280681059 atau opr sifilma wa center : 082211990605 atau mengecek sms admin sifilma dkps kab kota)
. 7 klik "cetak dokumen bast”

. 7 klik "received" /% klik "submit permintaan”

. 7 selanjut pilih menu "SAM - AKTIVASI"

tahap 2 : SAM - AKTIVASInote : menyiapkan surat perihal permohonan file konfigurasi (manifest) kartu sam fungsi RW.

. 7 klik "permintaan aktivasi“

. 7 klik "add new”

. > no. permintaan : (no. surat dinas)

. 7 judul permintaan : (perihal surat dinas)

. ¥ tanggal buat : ---

. ¢ no. permohonan perso : (pilih no. surat)

. & jumlah mesin : (sesuai jumlah kartu sam yg diperso)
. ¢ berkas permintaan : (upload surat dinas format pdf)
. P status : new

. ¥ catatan/keterangan : (disesuaikan)

. 7 klik "submit permintaan aktivasi"setelah proses tsb, mohon kontak operator sifilma wa center : 082211990605 utk APPROVE permintaan tsb.

tahap 3 :note : setelah diapprove akan muncul nomor token.

. % klik "do aktivasi“

. > no. identitas kartu sam : (30 15 4B 01 00 00 XX XX - contoh)
. > token kartu sam : (3d7PGu9R5l - contoh)

. % no. mesin : 0

. 7 latitude : 0

. 7 longitude : 0

. & alamat : (alamat dinas lengkap atau alamat penempatan alat pencetakan ktp el)
. ¥ provinsi :

. 7 kota:

. > kecamatan :

. 7 kelurahan:
. 7 kode wilayah :

. & klik "submit aktivasi" dan file manifest/konfigurasi akan muncul.note : utk info lanjut, silahkan kontak operator sifilma wa center :
082211990605



SURAT MENDAGRI TENTANG PEMANFAATAN KTP-el MELALUI
© 471.13/10760/Dukcapil

BAGI BUPATI/WALIKOTA

SURAT DIRIJE

(CARD READER)

AWIIDTTS

N TENTANG IMPLEMENTASI SIFILMA

1 470/9259/Dukcapi

, BAGI DUKCAPIL KAB./KOTA

2 470/9258/Dukcapi

BAGI DUKCAPIL PROVINSI

3 470/9256/Dukcapi

BAGI LEMBAGA PENGGUNA

SiA
ummumnnu KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 8173
Y Tt e o, (o5 7o00855, Toas?70
Jakarta, 2 Desember 2019
. tomor

470/9259/Dukcapi
sifat "

Lompiran Zindonesia
ot

Tempat

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan kartu Securs Access
Module (SAM) untuk pemanfastan data dan dokumen Kependudukan
mode fungsi Baca (R) yang terintegrasi Perangkat Pembaca (Card
Readen KTP-el, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut

Lampiran
Hal

DIREKTORAT JENDERAL K

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONE
DUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

wlon Reyw 3 K

Nomer

Sitat
I ..m,m.,.

Jakarta, 2 Desember 2019

Kepala Dinss Kependudukan dan
Fencatatan Sioi Proy

Tempat

Datam rangka optimalisasl pangelolaan kartu Sacur Access

Module (SAM) untuk pemanfastan data don dokumen kependudukan

et dargan sasirkitive Narieh petgunen Y
i

prosedur
"

tanggal 10 Desember 2019,

o6l Baca () yang terintsgrasl Perangkat Pembaca (Cord
barsama ini disampaikan hal-hal sebagal berikut

SAM dalam

dnm\u/m)!me

apat diakses  dengan
emer yang mulal efektit beriaku sejak

Untuk dapat menggunakan sistem i, akan diberkan username —

password yans
P

provinel yang membidangl k
uai dengan basia dat

an o
nomor kontak, dif)

jengan idanttas wilayah provinsl atau
(nama

OWen Kependudban dan Pansatatan

Sipi

(08111971919) dan Sar.
urat elekironik ks

una informas

i tanjut dapat manghubung! Sdr. Asep T. Firdaus
nus (081280681059) atau melalul

kehdukeapi kemer oy

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kenasamanya

diucapkan terima kasin.

et 2018

Tompat

Oaiam rangka optimalisasi pangaiciaan kart
/o (SAM) Baik dalam proses rakam cetak Kart Tanda Panduduk

Vang, oot ekt boriku sefak
tanggal 1 Dasember 2016,

Untuk dapat menggunakan sistem ini, Lembaga Pengguna akan

KS) dengan Difien Kependudukan dan

Guna Informast lebi lanjut dopat menghubungl Sdr. Asep T. Firdaus
(08111971918) don Sdr. Maximus (081200661059) atau melaiul
surs stk ke Ik aclLANTAOUAGHL 2.1

ikian kami sampaik
dlucapkan terima kasih.

an dan ke e a.wm aiakses. a

Direktur Jenderal s
Kepandudukan dan Pencatatan Sipil

Dolunen i telals ditmdotaneani secain
Jederal

Discktur Kependudukan dun

Tembusan Ad Flaullon, 811, A

nter Dalam Negeri (sebagal laporan)

divcapkan terima kasih.

T T ST S T S o e gt
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Eeh s

o) mode fungsi Baca (R)
et dea dun ot

ng
rekam cetak KTP-8l maupun Pemantasta
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GounEe
Kabupatencatn akan

Saca Tuls (W) mau
Kependudukan
bt (ot e e versama

o sampaan nat el eagor bt

iy Jumlah penggunan kartu SAM untuk
dudUKaR pada
ke iguatisas: pada proses pe

i data ke
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.y

ia yang
pasawors somuai
wopain atau
rans Kependudukan
dafiar dalam basia data Diten

aiverkan usemame —
pejabat strubtural

Asep T Firdous
elaiui

Direktur Jenderal

Dirktur Jendoral
Kependudukan dan Pencatatar
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Daftar Produsen Card Reader

PMDN 34/2014

D OO e

PT. LEN

PT. INTI

PT. GLOBAL

PT. WARINGIN JATI

PT. SOFTORB

PT. NYRA

PT. CERDAS SOLUSI INDONESIA
PT. HIT INTERNASIONAL

PT. ASIA PASIFIC TRUE TRUST

PMDN 76/2020 (Maret 2021)

1.

2
3.
4

PT. INTI

PT. SOFTORB

PT. ASIA PASIFIC TRUE TRUST
PT. IDPRO BIG DATA INDONESIA




BEBERAPA CONTOH
UNIT CARD READER/KTP-EL READER




1. PT INTI PERSERO 2. PT GLOBAL MEGAH KARSAUTAMA 3. PT WARINGIN JATI

FPFermbaca KTP-al

Icd=EL ODEnL Scan
GS>X-OL

Fituar

~oF

CSTIPAY

Ao oo

Alat Pembaca

; KTP-el

Desktop Model
WIS WD1120

Spesifikasi

S p st Bttty

Koafigurasi =

- <
T T S T

B T——
arot,

b ietpbot - Aiton Coie

6. PT IDPRO BIGDATA INDONESIA

5. PT SOFTORB TECHNOLOGY
INDONESIA

NID Reader

ALAT BACA arTy H
Alat Pembaca KTP Elektronik Terintegrasi
i oeo11 |
Apikasi

Spesifikasi
ey Aty v ek 7 168 DORS
N widi
Ohpiay e

7. PT LEN INDUSTRI s

* Radio Frequency 13.56 Mhz * 7Khz
L indicator LE0 AARTCARD R
o Ao
P
L Android5.1System @ ° S Adiiarmpacies
Q W Lot iosmmit spotamenforto | Omtionst Setsery SODAN L5 0hAnac AaLliipati Botiary for 18 tisere spariaion
of scan code and recognitionrate are top Enclosure ABS Material with IPS4 Compliance

inthe same industry

Oimension 0 (W)

> (H) x 89 (D) mm

Operation Temperature / Humidity 10~70 ¢

0~90% (Operating / Storage)

4¢'

4G with Full Netcom
Support 4G, 36, 26.Meet

the swift experlence of Moblle

Internet Business Transactions

Safe and reliable & ©

Support many encryption algorithms ,
pin protection tachnologys  confrom to
certification of ICSS, EMV etc. Meet the
each certificationof financial pos sector

Support the read of KTP-eland
fingerprint verification

Mpos Intergrate the Swift KTP-el
reader and fingerprint verification,

- for more wide range of usages

Large Capacity Battery L
Using 7.2v/2500mA , with Low-power design
@  MPosthasthe long endurance and stand-by time




CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSONALISASI KARTU SAM FUNGSI RW DAN R

—— PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JLRaya Magetan -~ Madiun Km. 4.6 Magetan Kode Pos 63301
Telepon./Fax : ( 0351 ) 80561986

M-*t-n. 19 November 2018

Nomor [ 470/ 904 /403.111/2014 Kepada :
Sifat - Yih. Bpk Dirjen Kepandudukan dan
Lampiran P Pencatatan Sipll Kemendagri
Perihal : ermohonan Personalisasi Ka di

AM Card Reoader R/W JAKARTA

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
Pelayanan KTP-el, maka melalui surat ini kami ajukan  permohonan
personalisasi kartu SAM card R/W baru. Seiring dengan banyaknya
permohonan KTP-el maka periu ketersedianan perangkat SAM Card sebagai alat
encoding.

Oleh karena itu, mohon bantuan Bapak Dirjen untuk memfasilitasi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Magetan untuk personalisasi
kartu SAM card R/W sejumiah 5 (lima) keping.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan batuan Bapak kami

ucapkan terima kasih,

PETDINA Ut.m. Muda
. 196603201986021003



CONTOH SURAT AKTIVASI CR KTP-EL/BACA KTP-EL DINAS DUKCAPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGLI
Alamart JIn. Merdeka No.89, Bangli-Bali
Telp. (0366) 91620 hitp:/dukcapil banglikab go.id

I Hangh, S Desember 200N I

Nomor 170 173 Dukcapil/ 2018 Kuepada
Lampiran

Perihal

— > Yih, Direktorat Jenderal Kependudokan dan
Permohonan Pengattipan g

Cand Rasder Pencatatan Sipil Kementeian Dualam
— A Nepen Republik Indonesio Julu Rus o
Posar KNLTO Jakarta selatan 1 2070

g

Takartn

Scehubungan dengan dibelinya !

nemesin K1TP Card Reader sang diproduksa oleh
Pl Len Industel (Persero)  Indonesin.un

hotu Kami mohon agar Card Reader tersebut dapat
diaktifhan sehingga dopat mendukung  polayanan kegiotan operasional 1Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

Muaka bersama ind Kami kirim Nomao

AM LD Serial Number Dinas Kependudakan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sebu

Jdata terlampin

Demikian kami sampaikan otos perhationya kami sampaikan trimakasih

r_fﬁ."f."ﬂ.u Dinas Ke
o U Pemellfagin Sip

iwdukan Jdan
Kabypaten Bangli,

K“ ( l‘\\‘ .b. At N *—“ - ”
\ & DT A UMANIRA M A :F
\ Bl 510221 1983031015
Pembong Utama Muda Vo)

Fembussan disampaikan Kepada Yith

Lo Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Prosins: Hal

i Denpasar
Buapat Banghi Dibangly



Lampiran :

Berikut kami lampiran data SAM UID Serial Number untuk penempatan Card Reader ¢
KTP untuk dapat diaktivasi di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Bangli sebagai
berikut :

| No | SAM Serial | Sam Perso Hardwere 1D Nama Oulet Alamat Oulet

Number : —_

| - 215BBI12LN004813 ' ('RD12140003 | Disdukcapil Alamart JIn.
Kabupaten Merdeka No .89,

Bangli Bangli-Bali

2 - 2015BBI2LNO04826  « RDI2140016 | Disdukcapil ' Alamart Jin
Kabupaten Merdeka No.89,

’ Bangli Bangli-Bali

‘ndudukan dan
ipaten Bangli.

. AN SUMANITRA, M.AQ
19610221 1928303 1 015

Pembina Utama Muda.(1V/¢)



TERIMA KAS|H

Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan




